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128P U T U S A N 
Nomor :  128/G/2009 /PTUN- JKT  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

memer iksa ,   memutus  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  

biasa ,  te lah  meber i kan  putusan  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  da lam perkara  anta ra  :  

- - -

Ny.  NETTY JENNY CONSTANCE VAN LEUN,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan  Ibu  Rumah Tangga,  

ber tempat  t i ngga l  d i  J l .  Abimanyu  No.10 ,  

Tanah  Tingg i ,  Jakar t a ,  da lam  hal  in i  

member ikan  kuasa  kepada  

T.  SARIALAM H.  SIHALOHO, S.H. ,  DANIEL P.  

SILALAHI ,  S.H. ,  dan ZOHARSA SALIM,  S.H. ,  

masing- masing  Warga  Negara  Indones ia ,  

Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum  pada  Law 

Off i ce  T.  Sar ia l am  H.  Siha loho ,  S.H.  & 

Par tne rs ,  berkan to r  d i  J l .  Let . Jen  

Soeprap to  No.54 ,  Jakar t a  Pusat  (10530) ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

No.029/SKK/TSHS/  / t un /V I / 2009 ,  tangga l  

22  Jun i  2009 ,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  

PENGGUGAT.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

M E L A W A N   :

1. KEPALA  BADAN  PERTANAHAN 

NASIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berkedudukan  di  J l .  Sis i ngamangara ja  

No.1 ,  Jakar ta  Sela tan ,  da lam  hal  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :

Hal  1 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. R.B.  AGUS WIDJAYANTO,  S.H. ,  M.Hum,  

Di rek tu r  Perkara  

Per tanahan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. MARDIATI  PERMANA  LESTARI,  S.H. ,  

Kepala  Sub Di rek to ra t  Perkara  Wi layah  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Rr .  RINI  BUDI  UTAMI,  S.H. ,  MM.,  

Kepala  Seks i  Perkara  Perdata   Wi layah  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. SIT I  HAFSIAH,  S.H. ,  Kepala  Seks i  

Perkara  Tata  Usaha  Negara  Wi layah  

I I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. WAHYU ARTHAMADJI  STIA  WIDODO,  S.H. ,  

Sta f  Di rek to ra t  Perkara  

Per tanahan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. SERI  MAHARANI  BORU KARO,  S.H. ,  Sta f  

Di rek to ra t  Perkara  

Per tanahan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. FARINA  SWANTORO,  S.H. ,  Sta f  

Di rek to ra t  Perkara  

Per tanahan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Pada  Kanto r  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia ,  berkedudukan  di  J l .  

Sis ingamangara ja  No.2 ,  Kebayoran  Baru ,  

Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor  :  108/SK/X/2009 ,  tangga l  8 

Oktober  2009,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  TERGUGAT 

I . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.- -

Berkedudukan  di  Komplek  Perkan to ran  Tiga  
2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Raksa,  Tangerang ,  Banten ,  da lam hal  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :

1. RAHMA,  S.H. ,  Kepala  Sub  Seks i  

Perkara ; - - - - - - - - - - - -

2. H.  ZAINUDDIN,  S.H. ,  Kepala  Sub  Seks i  

Sengketa  dan 

Konf l i k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. JOHAN,  S.H. ,  Sta f  Sub  Seks i  

Pera l i han  Hak ; - - - - - - - -

Pada  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Tangerang ,  berkedudukan  d i  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Tangerang ,  Komplek  

Perkan to ran  Pemda  Kabupaten  Tangerang ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

No.456/SK.36 - 03/V I I I / 2 009 ,  tangga l  28 

Agustus  2009  untuk  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  TERGUGAT I I . - - - - - -

3. PT.  BHINEKA KARYA PRATAMA, bera lamat  di  Plaza  BI I  

Menara  2  Lanta i  33,  Ja lan  M.H.  Thamr in  

No.51 ,  Jakar ta  Pusat ,  yang  d iwak i l i  o leh  

HARRY BUDI  HARTANTO,  ber t i ndak    da lam 

jaba tannya    se laku  Di rek tu r  Utama   

PT.  Bhineka  Karya  Pra tama,  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  dan  WELLY 

SETIAWAN  PRAWOKO,  ber t i ndak  dalam 

jaba tannya  se laku  Di rek tu r  

PT.  Bhineka  Karya  Pra tama,  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  dar i  dan  

oleh  karenanya  sah  mewaki l i  Di reks i  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama,  sesua i  Pasa l  12  

Ber i t a  Acara  rapa t  No.33  tangga l  10 

Apr i l  2008 dibua t  d ihadapan  Yul ia ,  S.H. ,  

Notar i s  d i  Jakar ta  dan  te l ah  di tuangkan  

Hal  3 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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dalam  Ber i t a  Negara  R. I .  No.8020  Tahun  

2008  ser ta  d iumumkan  dalam  Tambahan 

Ber i t a  Negara  R. I .  No.46  tangga l  6  Jun i  

2008,  dengan            in i  member ikan  

kuasa  kepada  :  SUYONO     SANJAYA,  S.H. ,  

LELYAN,  S.H. ,  SUWANDI  SOEGIANTO,  S.H. ,  

SUHAERI,  S.H.  dan  HANG ARIO  BHROTO, 

S.H. ,  kesemuanya  berkewarganegaraan  

Indones ia  dan  kesemuanya  Advokat  

berkan to r  d i  Taman  Perkan to ran  I  BSD,  

Ja lan  Pahlawan  Ser ibu ,  Tangerang  15322-

Indones ia ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  17  September  2009,  

untuk  se lan ju tn ya  disebu t  sebaga i  

TERGUGAT  I I  

INTERVENSI; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

te rsebu t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  128/PEN- DIS/2009 /PTUN-

JKT,  te r t angga l   6  Agustus  2009  ten tang  

Pemer iksaaan  Perkara  dengan Acara  Biasa . - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  128/PEN/2009/PTUN- JKT,  

te r t angga l   6  Agustus  2009  ten tang   Penunjukan  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  

128/PEN- HS/2009/PTUN- JKT,  te r t angga l   7 Agustus  2009  

ten tang   Penetapan  Har i  Pemer iksaan  

Pers iapan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

4

Disclaimer
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Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  128/PEN/2009/PTUN- JKT,  

te r t angga l   19  Oktober  2009  ten tang   Penggant i an  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  

128/G/2009 /PTUN- JKT,  te r t angga l  12  Oktober  2009,  

ten tang  dikabu l kannya  permohonan  in te r vens i  dar i  PT.  

Bhineka  karya  Pratama  dan  te l ah  didudukkan  sebaga i  

p ihak  Tergugat  I I  

In te r vens i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Telah  membaca  berkas  perkara  yang  

bersangku tan . - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan  Saks i  dan  Para  

Pihak  

dipe rs i dangan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA  :

Bahwa Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  kepada  

Tergugat    I  dan  Tergugat  I I  dengan   sura t  

gugatannya   te r t angga l   4  Agustus  2009  yang  te l ah  

di t e r ima  dan dida f t a r kan  di   Kepan i t e raan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  4  Agustus  

2009  dibawah  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

128/G/2009 /PTUN- JKT,  dan  te l ah  dipe rba i k i  da lam 

Hal  5 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  10  September  2009,  

te lah  mengemukakan  alasan- alasan   sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  dasar  dan  alasan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  Penggugat  adalah  :

1. Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15 Maret  2005 TENTANG 

PEMBERIAN  PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK  GUNA 

BANGUNAN ATAS NAMA PT BHINEKA KARYA PRATAMA ATAS 

TANAH DI  KABUPATEN TANGERANG,  PROPINSI  BANTEN 

(sebaga i  perpan jangan  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  Tgl .  18  Agustus  

1987)  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  /  Rawabuntu  

atas  nama      PT  Bhineka  Karya  Pra tama 

di t e rb i t k an  tangga l  02  Agustus  1996  luas  77.140  

m2 Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  

1987; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  dasar  dan  alasan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa objek  sengketa  merupakan  Penetapan  Ter tu l i s  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara  dan merupakan  Keputusan  

6
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Tata  Usaha  Negara  yang  te l ah  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i d ua l  dan  f i na l ,  sebaga imana  di i s ya ra t kan  

Pasal  1  but i r  3  UU No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  

te l ah  di rubah  dengan  UU  No.  9  tahun  

2004; - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Penggugat  mengetahu i  adanya  objek  sengketa  

pada  tangga l  15  Jun i  2009,  ya i t u  dengan  adanya  

di temukannya  fo tokop i  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.  4 /  Rawabuntu   atas   nama  Yayasan  

Brata  Bhakt i  Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  

Nopember  1987,  d i t e rb i t k an  tangga l  11  Nopember  

1987 luas  156.164  m2 oleh  orang  Penggugat  bernama 

Drs .  Riva i ,  maka  penga juan  gugatan  Penggugat  

masih  da lam tenggang  waktu  sebaga imana  d i t en tukan  

Pasal  55  UU No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  te lah  

di rubah  dengan  UU No.  9  tahun  2004,  seh ingga  

secara  fo rmi l  gugatan  Penggugat  dapat  d i te r ima  ;  

- - - - - - - - -

3. Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005  (sebaga i  

perpan jangan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

No.  299/HGB/DA/1987  Tgl .  18  Agustus  1987)  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  /  Rawabuntu  

atas  nama Yayasan  Bra ta  Bhakt i  Gambar  Si tuas i  No.  

16487  tangga l  11  Nopember  1987,  d i te rb i t k an  

tangga l  11  Nopember  1987  luas  156.164  m2 ke  

Hal  7 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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lokas i  tanah  mi l i k  Penggugat ,  maka  kepent i ngan  

Penggugat  atas  lokas i  tanah  mi l i knya  te l ah  

di rug i kan  (v i de  Pasa l  53  UU No.  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  di rubah  dengan  UU No.  9  tahun  

2004)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Penggugat  memi l i k i  tanah  se luas  leb ih  

kurang  17,2  Ha dengan  Gir i k  C No.  117  atas  nama 

Ket ty  Sentana  yang  te r l e t a k  di  Desa  Rawabuntu  

Kecamatan  Serpong  Kabupaten  Tangerang ,  Banten  

yang  dipe ro leh  sebaga i  pen ingga lan  dar i  a lmarhum 

ibu  Penggugat  bernama Ket t y  Sentana ,  dan  batas  – 

batas  tanah  dimaksud  :

- sebe lah  Utara   :  Rel  Kere ta  Api

- sebe lah  Timur  :  J l .  Raya BSD – Serpong  ;

- sebe lah  Sela tan :  Tanah warga  Rawa Buntu  ;

- sebe lah  Bara t  :  Kal i  Cicen tang

5. Bahwa se jak  du lu  semasa ibu  Penggugat  hidup  tanah  

te rsebu t  te tap  dikuasa i  mela lu i  orang  –  orang  

kepercayaan  ibu  Penggugat  dan  t i dak  pernah  

menjua l  maupun  mengal i hkannya  kepada  s iapapun  

sampai  akh i r  hayatnya  pada tangga l  21 Maret  1984,  

bahkan  sete lah  ibu  Penggugat  meningga l  dun ia ,  

maka  penguasaan  dan  pengusahaan  lokas i  tanah  

dimaksud  di te ruskan  oleh  Penggugat  dan  orang  – 

orang  kepercayaannya  dengan  cara  bercocok  

8
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tanam ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa keberadaan  gi r i k  C No.  117  mi l i k  Penggugat  

te tap  diaku i  o leh  Kepala  Kanto r  Dinas  Luar  TK I  

Serang  sebaga imana  te rca ta t  pada Sura t  Keterangan  

No.  1778/WJP.04 /K I . 1026 /1982  tangga l  25  Apr i l  

1982  dan  belum  ada 

perubahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  sek i t a r  bu lan  Mei  2004,  mendadak  muncul  

orang  –  orang  dan  ala t  –  ala t  bera t  memasuk i  

lokas i  tanah  mi l i k  Penggugat  dan  mula i  meratakan  

dan  membentuk  bagan  –  bagan  dan  membangun  ja l an  

dia tas  lokas i  tanah  mi l i k  Penguggat ,  ten tunya  hal  

te rsebu t  d i l a r ang  orang  – orang   Penggugat ,   dan  

Penggugat   melaporkan   ha l   te rsebu t  kepada  

Kepol i s i an  Resor t  Tangerang  dengan  harapan  akan  

te rungkap  s iapa  pe laku  peker j aan  dimaksud  dan  

dasar  apa  peker j aannya ,  namun hal  te rsebu t  s ia  – 

s ia  dika renakan  pe laporan  Penggugat  t i dak  

ber ja l an  sebaga imana  

mest inya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa Penggugat  te tap  mencar i  tahu  dasar  orang  – 

orang  dan  ala t  – ala t  bera t  te rsebu t  beker j a  dan  

s iapa  yang  menyuruhnya ,  dan  akh i r  tahun  2007  

akh i rnya  didapa t  in fo rmas i  bahwa  yang  melakukan  

Hal  9 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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peker j aan  dimaksud  adalah  PT  Mi t ra  Agung  atas  

per in t ah  PT  Bumi  Serpong  Damai ,  namun  sebaga i  

dasar  mengk la im  tanah  mi l i k  Penggugat  dimaksud  

sangat  su l i t  d i t emukan,  karena  PT Bumi  Serpong  

Damai  sangat  te r t u t up  mengenai  

kepemi l i k annya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  beberapa  ka l i  Penggugat  maupun  orang  – 

orangnya  berusaha  menemui  pengurus  PT  Bumi  

Serpong  Damai  namun se la l u  gaga l ,  dan te rkesan  PT 

Bumi  Serpong  Damai  berusaha  mengulu r  – u lu r  waktu  

dan  memperdaya  Penggugat  da lam  hal  mencapa i  

kesepaka tan  atas  lokas i  tanah  mi l i k  

Penggugat  ; - - - - - - - - - -

10. Bahwa dar i  has i l  inves t i gas i  Penggugat  dan  orang  

–  orangnya  di  Kanto r  Kelu rahan  Rawabuntu ,  

d ike tahu i  bahwa atas  lokas i  tanah  mi l i k  Penggguat  

te l ah  t imbu l  jua l  –  be l i  yang  di rekayasa  pada 

tahun  1975,  dan  adanya  jua l  be l i  dar i  pener ima  

Kuasa  ber t i ndak  untuk  dan atas  nama – nama f i gu r  

yang  dic i p t akan  sebaga i  pemi l i k  asa l  dan  menjua l  

kepada  Yayasan  Brata  Rahar ja  ;  - - - - - - - - - -

11. Bahwa  dengan  adanya  in fo rmas i  yang  di temukan  

Penggugat ,  maka Penggugat  te tap  mencar i  tahu  apa  

sebenarnya  dasar  PT Bumi  Serpong  Damai  mengkla im  

tanah  mi l i k  Penggugat  te rsebu t ,  dan akh i rnya  pada  

tangga l  17  Jun i  2009  mela lu i  orang  Penggugat  
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bernama  Drs .  Riva i  mendapat  fo tokop i  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  No.  4/  Rawabuntu  atas  nama 

Yayasan  Bra ta  Bhakt i  berkedudukan  di  Jakar ta  

Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  d i te rb i t k an  tangga l  11  Nopember  1987  luas  

156.164  m2 dan data  – data  pendukung  la i nnya ,  dan  

di t emukan  ke jangga lan  ya i t u   yang   mener ima  

pelepasan  ada lah  Yayasan  Bra ta  Rahar ja ,  namun 

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  

299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  1987  oleh  

Tergugat  I  d i t e r b i t k an  ke atas  nama Yayasan  Bra ta  

Bhakt i ,  ha l  te rsebu t  menunjukkan  ket i dak  cermatan  

Tergugat  I  da lam  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  tangga l  

18  Agustus  1987  atas  nama Yayasan  Bra ta  Bhakt i ,  

seh ingga  sudah  sepatu tnya  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  tangga l  18  

Agustus  1987  atas  nama  Yayasan  Bra ta  Bhakt i  

d inya takan  BATAL atau  TIDAK SAH;-

12. Bahwa penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan No.  

4 /  Rawabuntu  atas  nama PT Bhineka  Karya  Pratama 

di t e rb i t k an  tangga l  02  Agustus  1996  luas  77.140  

m2 Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  banyak  di temui  ke jangga lan ,  ya i t u  tangga l  

pembuatan  gambar  s i t uas i  bersamaan dengan  tangga l  

penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Guna Bangunan  No.  4  /  

Rawabuntu ,  ya i t u  bersamaan  pada  tangga l  11  

Hal  11 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Oktober  1987  dan  hal  te rsebu t  menunjukkan  

Tergugat  I I  te lah  t i dak  cermat  menerb i t k an  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  /  Rawabuntu  

atas  nama PT Bhineka  Karya  Pra tama  d i t e rb i t k an  

tangga l  11  Nopember  1987  luas  s isa  77.140  m2,  

Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  seh ingga  sudah  sepatu tnya  Ser t i p i k a t  

d imaksud  dinya takan  BATAL  atau  TIDAK 

SAH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  Tgl .  18  Agustus  1987  

dan   Ser t i p i k a t   Hak   Guna  Bangunan  No.  4  /  

Rawabuntu  atas  nama  PT  Bhineka  Karya  Pra tama 

di t e rb i t k an  tangga l  02  Agustus  1996  luas  77.140  

m2 Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  te lah  ber ten tangan  dengan  keten tuan  – 

keten tuan  dalam pera tu ran  perundang- undangan  yang  

bers i f a t  prosedura l  /  fo rma l  yang  ber l aku  pada  

saat  i t u ,  anta ra  la i n  ada lah  Pasa l  3 ayat  (2 )  PP 

No.  10  tahun  1961  yang  berbuny i  :  “ Sebelum 

seb idang  tanah  d iukur ,  te r l eb i h  dahu lu  

diadakan  :  a.  penye l i d i k an  r iwaya t  tanah  i t u  dan  

;  b.  penetapan  batas  –  batasnya” ,  dengan  

di l akukannya  penye l i d i k an  r iwaya t  tanah  di  

ins tans i  te r ka i t ,  maka  akan  te rungkap  secara  

Hukum bahwa  lokas i  tanah  te rsebu t  adalah  je l as  

dan  sah  mi l i k  Penggugat ,  dan  juga  te l ah  
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ber ten tangan  dengan  keten tuan  –  keten tuan  dalam 

pera tu ran  perundang- undangan  yang  bers i f a t  

prosedura l  /  fo rma l  yang  ber laku  saat  in i ,  anta ra  

la i n  adalah  Pasa l  25  ayat  (1 )  PP No.  24  tahun  

1997  yang  berbuny i  :  “ Dalam  rangka  meni la i  

kebenaran  a la t  bukt i  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  

24  d i l akukan  pengumpulan  dan  penel i t i a n  data  

yur id i s  mengenai  b idang  tanah  yang  bersangku tan  

oleh  Pani t i a  Ajud i kas i  da lam  pendaf ta ran  tanah  

secara  s is temat i k  dan  oleh  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  secara  sporad i k ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  se lan ju t nya  pada  tangga l  15  Maret  2005,  

Tergugat  I  te l ah  memperpan jang  masa  ber laku  

Ser t i p i k a t  d imaksud  mela lu i  Sura t  Keputusan  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005,  sedangkan  

hak  Penggugat  masih  sah  atas  lokas i  tanah  

mi l i knya ,  seh ingga  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005  juga  te lah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan - keten tuan  dalam 

pera tu ran  perundang- undangan  yang  bers i f a t  

prosedura l  /  fo rma l  yang  anta ra  la i n  ada lah  Pasal  

25 ayat  (1 )  PP No.  24 tahun  1997  yang  berbuny i  :  

“ Dalam  rangka  meni la i  kebenaran  ala t  bukt i  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  24  di l akukan  

pengumpulan  dan  pene l i t i a n  data  yur i d i s  mengena i  

Hal  13 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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bidang  tanah  yang  bersangku tan  oleh  Pani t i a  

Ajud ikas i  da lam  pendaf ta r an  tanah  secara  

s is t emat i k  dan  o leh  Kepala  Kantor  Per tanahan  

secara  sporad i k ” ,  dan te rungkap  fak ta  Hukum bahwa 

pada  tangga l   30   Ju l i   1996   Yayasan  Bra ta  

Bhakt i  te l ah  menjua l  lokas i  tanah  mi l i k  Penggugat  

dimaksud  kepada  PT Bhineka  Karya  Pratama  dibua t  

d i  hadapan  Ny.  Hern ida  Abdet  Rahmat ,  SH mela lu i  

Akta  No.  1570/1172 /Serpong /1996  tangga l  30  Ju l i  

1996  dan  se lan ju t nya  Tergugat  I I  membal i k  nama 

ser t i p i k a t  d imaksud  keatas  nama PT Bhineka  Karya  

Pra tama,  seh ingga  sudah  sepatu tnya  ob jek  sengke ta  

a  quo  d inya takan  BATAL  atau  TIDAK 

SAH ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

15, Bahwa disamping  i t u ,  Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  

15  Maret  2005  (sebaga i  perpan jangan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  

299/HGB/DA/1987  Tgl .  18  Agustus  1987)  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  /  Rawabuntu  

atas  nama PT Bhineka  Karya  Pra tama  d i t e rb i t k an  

tangga l  02  Agustus  1996  luas  77.140  m2 Gambar  

Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  1987,  juga  

ber ten tangan  dengan  Azas  – azas  Umum Pemer in tahan  

Yang  Baik  (AAUPB),  

te ru tama  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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- Azas  Kecermatan  Formal  ya i t u  pada  waktu  

mempers iapkan  /  memproses  objek  sengketa  a  

quo ,  Tergugat  harus  sudah  mempero leh  gambaran  

yang  je l as  mengenai  semua  fak ta  yang  re levan  

maupun  semua  kepent i ngan  yang  te rsangku t  

te rmasuk  kepent i ngan  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Azas  Kepast i an  Hukum  ya i t u  pada  saat  

mempers iapkan  /  memproses  objek  sengketa  a  

quo ,  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  sudah  harus  

menyel i d i k an  te r l eb i h  dahu lu  di  semua ins tans i  

te rka i t  atas  kepas t i an  Hukum  pemi l i k  

sebenarnya  dan  memperh i t ungkan  penerb i t an  

ser t i p i k a t  d imaksud  akan  menimbulkan  kerug ian  

bag i  p ihak  la i n   te ru tama  Penggugat ; - - - -

- Azas  Per t imbangan  yang  Cukup  Memadai  ya i t u  

pada  saat  mempers iapkan  /  memproses  objek  

sengketa  a  quo ,  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

harus  te r l eb i h  dahu lu  memperh i t ungkan  hak  – 

hak  yang  ada sebe lumnya  atas  lokas i  tanah  yang  

di t e rb i t k an  ser t i p i k a t  dan  menyel i d i k i  dengan  

baik  jua l  be l i  yang  di l akukan  pener ima  kuasa  

dengan   Yayasan   Brata    Rahar ja ,    seh ingga  

t i dak    te r j ad i  tumpang  t i nd i h  

kepemi l i k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  15 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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maka  berdasarkan  ura ian  te rsebu t ,  sangat l ah  

bera lasan  menuru t  Hukum Sura t  Keputusan  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  

tangga l  15 Maret  2005 (sebaga i  perpan jangan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  

299/HGB/DA/1987  Tgl .  18  Agustus  1987)  dan  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  /  Rawabuntu  

atas  nama PT Bhineka  Karya  Pra tama  d i t e rb i t k an  

tangga l  02  Agustus  1996  luas  77.140  m2 Gambar  

Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  Nopember  1987,  

d inya takan  BATAL  atau  TIDAK 

SAH.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian - ura ian  hukum  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  atau  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  k i ranya  

berkenan  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok  Sengketa

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  BATAL atau  TIDAK SAH Keputusan  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  

tangga l  15  Maret  2005  TENTANG  PEMBERIAN 

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS 

NAMA PT  BHINEKA  KARYA PRATAMA ATAS  TANAH DI  
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KABUPATEN TANGERANG,  PROPINSI  BANTEN (sebaga i  

perpan jangan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

No.  299/HGB/DA/1987  Tgl .  18  Agustus  

1987) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  BATAL atau  TIDAK SAH Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.  4  /  Rawabuntu  atas  nama  PT 

Bhineka  Karya  Pratama  di te rb i t k an  tangga l  02 

Agustus  1996  luas  77.140  m2 Gambar  Si tuas i  No.  

16487 tangga l  11 Nopember  1987 ; - - - - - - - - - - - - - -

4. Mewaj ibkan  Tergugat  I  untuk  mencabut  dan mencore t  

Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15 Maret  2005 TENTANG 

PEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU  HAK  GUNA 

BANGUNAN  ATAS  NAMA  PT BHINEKA KARYA PRATAMA 

ATAS  TANAH  DI  KABUPATEN  TANGERANG,  PROPINSI  

BANTEN  (sebaga i  perpan jangan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  Tgl .  18 

Agustus  1987)  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Mewaj ibkan  Tergugat  I I  untuk  mencabut  dan  

mencore t  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  /  

Rawabuntu  atas  nama  PT  Bhineka  Karya  Pra tama 

di t e rb i t k an  tangga l  02  Agustus  1996  luas  

77.140  m2 Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  

Nopember  

1987; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  17 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  untuk  

membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  pers i dangan  tangga l  6  Oktober  2009,  

te lah  masuk  permohonan  in te r vens i  yang  dia jukan  o leh  

PT.  BHINEKA KARYA PRATAMA,  da lam  hal  in i  member i  

kuasa  kepada  SUYONO     SANJAYA,  S.H. ,  LELYAN,  S.H. ,  

SUWANDI SOEGIANTO,  S.H. ,  SUHAERI,  S.H.  dan HANG ARIO 

BHROTO,  S.H. ,  kesemuanya  berkewarganegaraan  

Indones ia  dan  kesemuanya  Advokat  berkan to r  d i  Taman 

Perkan to ran  I  BSD,  Ja lan  Pahlawan  Ser ibu ,  Tangerang  

15322- Indones ia ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  17  September  

2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  permohonan  in t e r vens i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim                 te l ah  menja tuhkan  

Putusan  Sela  Nomor  :  128/G/2009 /PTUN- JKT,  tangga l  12  

Oktober  2009,  yang  pada  pokoknya  mengabulkan  

permohonan  in t e r vens i  dar i  PT.  Bhineka  Karya  Pratama  

dan  te lah   d idudukkan  sebaga i  Pihak  Tergugat  I I  

In te r vens i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  har i  s idang  yang  te lah  di ten tukan ,  

untuk  Penggugat  datang   menghadap    Kuasa    Hukumnya  

bernama   T.   SARIALAM   H.  SIHALOHO,  S.H. ,  

18
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berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  No.029/SKK/  

TSHS/TUN/VI /2009 ,  te r t angga l  22  Jun i  2009,  untuk  

Pihak  Tergugat  I  datang  menghadap  Kuasa  Hukumnya 

bernama  SERI  MAHARANI  BR KARO,  S.H. ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.108 /SK/X /2009 ,  tangga l  8 

Oktober  2009,  untuk  Terguga t  I I   datang  menghadap  

Kuasa  Hukumnya  bernama  RAHMA,  S.H. ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.  456/SK.36- 03/V I I I / 2 009 ,  

te r t angga l  28  Agustus  2009,  dan  untuk  Tergugat  I I  

In te r vens i  datang  menghadap  Kuasa  Hukumnya  bernama 

LELYAN,  S.H.  dan  HANG  ARIO   BHROTO,  S.H. ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  17  

September  2009.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  gugatan  Penggugat ,  Pihak  Tergugat  I  

dan  Pihak  Tergugat  I I  te l ah  mengajukan  Jawaban  

masing- masing  pada  pers i dangan  tangga l  12  Oktober  

2009,  sedangkan  Pihak  Tergugat  I I  In te r vens i  

mengajukan  Jawaban  pada  pers idangan  tangga l  19  

Oktober  2009  dan  te l ah  menyampaikan  hal - ha l  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAWABAN TERGUGAT I  :

I . DALAM EKSEPSI  :

1. Bahwa Tergugat  I  menolak  secara  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal -

ha l  yang  diaku i  seca ra  

tegas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  19 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Pengugat  t i dak  berkua l i t a s .

Bahwa  sebaga imana  dimaksud  dalam  keten tuan  

Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- undang  No.  5  Tahun  

1986  jo  Undang- undang  No.  9 Tahun  2004  te l ah  

di t egaskan  bahwa  pihak  yang  mempunyai  

kapas i t as  da lam  mengajukan  gugatan  harus  

te rdapa t  adanya  suatu  kepent i ngan  yang  

di rug i kan .  Dalam  perkara  a  quo,  Terguga t  I  

tegaskan  bahwa  Penggugat  bukan lah  sebaga i  

p ihak  yang  mempunya i  kapas i t a s  dan  kua l i t a s  

secara  hukum untuk  mengajukan  gugatan ,  ha l  

te rsebu t  d ika renakan  dalam  gugatannya  

Penggugat  t i dak  menje laskan  adanya  suatu  alas  

hak  dalam  mengkla im  kepemi l i k an  atas  tanah  

yang  te lah  di te rb i t k an  keputusan         a 

quo,  namun  semata- mata  hanya  mendal i l k an  

bahwa  Penggugat  mempero leh  tanah  te rsebu t  

sebaga i  pen ingga lan  dar i  a lmarhum  ibu  

Penggugat  bernama Ket t y  Sentana . - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  Sura t  Keputusan  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGB/BPN/2005  tangga l  15 Maret  2005 ten tang  

Pember ian  Perpan jangan  Jangka  Waktu  Hak Guna 

Bangunan  Atas  Nama PT.  Bhineka  Karya  Pratama,  

Atas  Tanah  di  Kabupaten  Tangerang ,  Prop ins i  

Banten  (sebaga i  perpan jangan  Sura t  Keputusan  
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Menter i  Dalam  Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  

tangga l  18  Agustus  1987)  oleh  Tergugat  I  ha l  

in i  menunjukan  bahwa  PT.  Bhineka  Karya  

Pra tama  te l ah  mengusahakan  tanah  a quo  se jak  

lama. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal  te rsebu t  te rbuk t i  bahwa 

Penggugat  t i dak  mempunya i  kua l i t a s  da lam 

mengajukan  gugatan ,  o leh  karenanya  Tergugat  I  

memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat  

untuk  berkenan  k i ranya  menolak  gugatan  

Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  

gugatan  Penggugat  t i dak  

di t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

3. Gugatan  Lampau Waktu  (Da luarsa ) .

Bahwa Penggugat  da lam gugatannya  halaman  “2”  

Angka  “2 ”  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  objek  

sengketa  pada  tangga l  17  Jun i  2009  sangat  

kont rad i k s i  dengan  pernya taan- pernya taan  

Penggugat  da lam  sura t   gugatannya   ha laman  

“4 ”   angka   “7 ”  sampai  dengan  angka  “10”  dan  

dika i t k an  dengan  halaman  “6 ”  angka  “14”  yang  

secara  tegas  dapat  d ika takan  Penggugat  te l ah  

mengetahu i  bahwa penerb i t an  Keputusan  Kepala  

Hal  21 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Badan Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  

tangga l  15  Maret  2005  bers i f a t  member ikan  

dasar  hukum te rka i t  dengan  perpan jangan  waktu  

bag i  PT.  Bhineka  Karya  Pra tama  dalam 

menguasa i ,  menggunakan  dan  memanfaatkan  Hak 

Atas  Tanah  yang  te l ah  dibe r i k an  Negara .  

Secara  mater i i l  lega l i t a s  PT.  Bhineka  Karya  

Pra tama  dalam  memi l i k i ,  menguasa i ,  

memanfaatkan  dan  mengusa i  tanah  dengan  Hak 

Guna  Bangunan  dipe ro l eh  sudah  se jak  lama  

berdasarkan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  1987.  

Sehingga  apab i l a  Penggugat  kebera tan  dengan  

t i ndakan  Tergugat  I  da lam  menerb i t kan  

keputusan  a  quo  seharusnya  Penggugat  da lam 

mengajukan  gugatan  t i dak  d i l akukan  saat  in i ,  

namun  seharusnya  jauh  sebe lum  Tergugat  I  

menerb i t kan  keputusan  a 

quo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  55  Undang- undang  

No.  5  Tahun  1986  jo   Undang- undang  No.  9 

Tahun  2004  d i t egaskan  bahwa  “guga tan  dapat  

d ia j ukan  hanya  dalam waktu  90 (Sembi l an  pu luh  

har i )  se jak  saat  d i te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha 
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Negara” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  obyek  gugatan  perkara  a quo  i . c .  

Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  te l ah  

di t e rb i t k an  se jak  tangga l  15  Maret  2005,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  te l ah  meleb ih i  

tenggang  waktu  yang  te lah  

di t e t apkan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dengan  demik ian  da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  bahwa gugatan  dia jukan  masih  da lam 

tenggang  waktu  yang  di ten tukan  adalah  t i dak  

benar ,  o leh  karenanya  Tergugat  I  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat  berkenan  

k i ranya  untuk  menolak  gugatan  Penggugat  

se lu ruhnya . - - - - - - - -

4. Gugatan  Kurang  Pihak  (P lu r i um  Li t i s  

Cont rak tum) .

Bahwa  sebaga imana  dike tahu i  Tergugat  I  

merupakan  lembaga  ver t i k a l ,  d imana  ha l  

te rsebu t  te l ah  d i t e t apkan  dan  di tegaskan  

dalam  keten tuan  Pasa l  38  ayat  (3 )  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  1999  bahwa 

Tergugat  I  da lam menerb i t k an  sura t  keputusan  
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a  quo  i . c  Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15 Maret  

2005  ten tang  Pember ian  Perpan jangan  Jangka  

Waktu  Hak Guna Bangunan  Atas  Nama PT.  Bhineka  

Karya  Pra tama,  Atas  Tanah  di  Kabupaten  

Tangerang ,  Prop ins i  Banten  dipersya ra t kan  

adanya  suatu  usu lan  atau  rekomendas i  dar i  

Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Prov ins i  Banten ,  namun  dalam 

gugatannya  p ihak  Penggugat  t i dak  mel iba t kan  

atau  mengiku t se r t a kan  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Banten  

sebaga i  Tergugat  da lam  perkara  a  quo,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  te rbuk t i  kurang  

pihak . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u  untuk  leb ih  menjamin  dan  

te tap  te rpe l i h a r anya  te r t i b  admin is t r a s i  

sebaga imana  yang  te l ah  di te t apkan  dalam 

keten tuan  pera tu ran   perundang- undangan  yang  

ber laku ,  Terguga t  I  memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  Yang  Terhormat  untuk  berkenan  

menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  

pihak  dan seka l i gus  menolak  gugatan  Penggugat  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
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5. Gugatan  Kabur  (Obscuur  Libe l ) .

Bahwa  da lam  gugatan  Penggugat  ha laman  “3”  

angka  “4”  secara  tegas  menyatakan  bahwa 

Penggugat  memi l i k i  tanah  se luas  leb ih  kurang  

17,2  Ha  dengan  Gir i k  C No.  117  atas  nama 

Ket t y  Sentana  yang  te r l e t a k  di  Desa Rawabuntu  

Kecamatan  Serpong  Kabupaten  Tangerang ,  Banten  

yang  dipe ro leh  sebaga i  pen ingga lan  dar i  

a lmarhum  ibu  Penggugat  bernama  Ket t y  

Sentana . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Terhadap  gugatan  Penggugat  te r sebu t  Terguga t  

I  tegaskan  bahwa penerb i t an  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  tangga l  18  

Agustus  1987  ten tang  Pember ian  Hak  Guna 

Bangunan  Atas  Nama  Yayasan  Bra ta  Bhakt i ,  

Jakar ta  d idasarkan  atas  tanah  bekas  Hak Mi l i k  

Adat  te r ca ta t  atas  nama  Drs .  Ken 

Soeward i j ono ,  Dkk  dengan  Nomor  Gir i k  masing-

masing  C.  Nomor  1501,  C.  Nomor  1502,  C.  Nomor  

1503  dan  C.  Nomor  1500  dengan  luas  

kese lu ruhan  152.445  M2. ,  jad i  je l as  Gir i k  C 

No.  117  atas  nama  Ket t y  Sentana  le t aknya  

bukan  di  lokas i  tanah  yang  te lah  di te rb i t k an  

Sura t  Keputusan  a  quo  sebaga imana  yang  

dida l i l k a n  Penggugat  da lam 

gugatannya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  25 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - -

Oleh  karenanya  Tergugat  I  mohon  kepada  

Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat  untuk  berkenan  

k i ranya  menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat  I  memohon kepada  Meje l i s  Hakim 

Yang Terhormat  agar  sega la  sesuatu  yang  te l ah  

dikemukakan  dalam  ekseps i  d inya takan  sebaga i  

satu  kesa tuan  yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  

dalam  pokok  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Tergugat  I  menolak  secara  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  Penggugat  kecua l i  te rhadap  ha l -

ha l  yang  te lah  d iaku i  secara  

tegas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa Penggugat  mendal i l k an  kepemi l i k an  tanah  

a  quo  semata- mata  sebaga i  pen ingga lan  dar i  

a lmarhum ibu  Penggugat  bernama Ket t y  Sentana  

dengan  Gir i k  C  No.  117  yang  diaku i  o leh  

Kepala  Kanto r  Dinas  Luar  TK.  I  Serang  dengan  

Sura t   Keterangan  No.  

1778/WJP.04 /K I . 1026 /1982  tangga l  25  Apr i l  

1982 dan belum ada perubahan. - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  tegaskan  untuk  membukt i kan  
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kebenaran  te rhadap  kepemi l i k an  tanah  t i dak  

cukup  dengan  hanya  melakukan  ”p rematu r  c la im”  

semata ,  menggunakan  sega la  da l i l  dan  alasan  

pembenaran  te r t en tu ,  namun  leb ih  dar i  i t u  

bukt i  pero lehan  dan  r iwaya t  tanah  yang  

dimaksudkan  harus  je l as  dan  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kebenarannya  

berdasarkan  hukum  yang  

ber laku . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  da lam  gugatan  Penggugat  ha laman  ”7”  

angka  ”15”  yang  menyatakan  Sura t  Keputusan  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGB/BPN/2005  tangga l  15 Maret  2005 ten tang  

Pember ian  Perpan jangan  Jangka  Waktu  Hak Guna 

Bangunan  Atas  Nama PT.  Bhineka  Karya  Pra tama,  

Atas  Tanah  di  Kabupaten  Tangerang ,  Prop ins i  

Banten  (sebaga i  perpan jangan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  

tangga l  18  Agustus  1987)  ber ten tangan  dengan  

Azas- azas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  

ada lah  pernya taan  sep ihak  yang  ke l i r u  

menginga t  se lu ruh  rangka ian  prosedura l  

penerb i t an  te rhadap  Sura t  Keputusan  dimaksud  

te lah  di l a l u i  dengan   benar  sesua i  keten tuan  

dan pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

ya i t u  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  jo  Pera tu ran  

Hal  27 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1999  jo  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  

1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa keputusan  a  quo  di te rb i t k an  Tergugat  I  

da lam  rangka  pember ian  perpan jangan  jangka  

waktu  atas  Hak Guna Bangunan  No.  4/Rawabuntu  

Gambar  Si tuas i  tangga l  11  Nopember  1987  No.  

16487/1987  luas  156.164  M2 atas  nama  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama  yang  te rb i t  berdasakan  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  tangga l  18 

Agustus  1987  No.  

299/HGB/DA/1987 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  Tergugat  I  da lam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

tangga l  15  Maret  2005  No.  10/HGB/BPN/2005  

ten tang  Pember ian  Perpan jangan  Jangka  

Waktu  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Nama  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama,  Atas  Tanah  di  

Kabupaten  Tangerang ,  Prop ins i  Banten  sudah  

ber ja l an  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber laku  ya i t u  disampaikan  permohonan  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama  kepada  Tergugat  I I  

tangga l  12  Agustus  2004  se lan ju t nya  oleh  

Tergugat  I I  mela lu i  sura tnya  tangga l  9 

28
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Nopember  2004  Nomor  550.2 /1513 /04 .X I / 2004  

di t e ruskan  kepada  Kepala  Kantor  Wi layah  

BPN Prov ins i  Banten  yang  pada  akh i rnya  

di rekomendas ikan  mela lu i  sura tnya  tangga l  

6  Desember  2004  Nomor  550.2 - 725- 2004  

kepada  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  Hak  Guna  Bangunan  yang  dimohon  

perpan jangan  jangka  waktu  ada lah  Hak  Guna 

Bangunan  Nomor  4/Rawabuntu ,  yang  akan  

berakh i r  haknya  tangga l  11  Nopember  2007  

dan  te rhadap  permohonan  dimaksud,  secara  

f i s i k  masih  d ikuasa i  pemohon,  t i dak  dalam 

keadaan  sengketa  dan  kebera tan  dar i  p ihak  

la i n  ser ta  penguasaan/penggarapan  dar i  

masyaraka t ,  sebaga imana  has i l  pemer i ksaan  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Tangerang ,  

yang  diu ra i kan  da lam  Risa lah  Pemer iksaan  

Tanah  (Kons ta te r i ng  Rappor t )  tangga l  27 

Desember  2004  Nomor  

338/KR/HHT/HGB/ IX /2004 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7. Bahwa te rhadap  da l i l - da l i l  Penggugat  la i nnya  

t i dak  per lu  k i r anya  Tergugat  I  tanggap i ,  

karena  Tergugat  I  da lam menerb i t kan  keputusan  

a quo te l ah  berpedoman dan sesua i  ba ik  dengan  

Hal  29 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

maupun  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

(AAUPB). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  yang  te l ah  Tergugat  I  ura i kan  

te rsebu t  d i  atas ,  bersama in i  dengan  hormat  Tergugat  

I  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat  untuk  

berkenan  k i ranya  menyatakan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Dalam Ekseps i  :

- Mener ima  ekseps i  Tergugat  I  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . Dalam Pokok  Perkara  :

- Menolak  gugatan  Pengugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  -

- Menyatakan  Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  tangga l  15  Maret  2005  No.  

10/HGB/BPN/2005  ada lah  sah  dan 

berharga  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Pengugat  untuk  membayar  sega la  biaya  

yang  t imbu l  dengan  adanya  gugatan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  Yang  Terhomat  k i ranya  

berpendapat  la i n ,  maka  Tergugat  I  memohon  untuk  

memutus  perkara  in i  dengan  sead i l - ad i l nya  (e t  aequo  
30
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et  

bono) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAWABAN TERGUGAT I I  :

A. DALAM  EKSEPSI  :

1. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

a.  Bahwa   Tergugat  I I    menolak    keras  

se lu ruh    da l i l - da l i l    da lam    sura t  

gugatan  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal -

ha l  yang  diaku i  dengan  tegas  akan  

kebenarannya . - - - - - - - -

b. Bahwa   Gugatan   Penggugat   d ia j ukan  

dalam   waktu  yang  sudah  melampaui  batas  

waktu  yang  d i t en tukan  oleh  Undang- Undang,  

sebaga imana  dia tu r   da lam   Pasa l  55 

Undang- Undang  No.5  Tahun  1986  sebaga imana  

di rubah  dengan  Undang- Undang  No.9  Tahun  

2004. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bahwa  t i dak  benar  Penggugat  baru  

mengetahu i  adanya  obyek  sengketa  pada  

tangga l  15  Jun i  2009  ya i t u  dengan  

di t emukannya  fo tocopy  ser t i p i k a t  Hak Guna 

Bangunan  No.4 /Rawabuntu  atas  nama Yayasan  

Bra ta  Bakt i ,  Gambar  Si tuas i  No.16487  

tangga l  11  Nopember  1987,  d i te rb i t k an  

Hal  31 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tangga l  11 Nopember  1987,  luas  156.164  M2 

.ada lah  merupakan  alasan  yang  sangat  

d ibua t - buat  dan  te r l a l u  mengada- ada,  ha l  

in i  dapat  d ibuk t i k an  bahwa  atas  tanah  

aquo  te l ah  dike tahu i  o leh  Penggugat  

sesua i   dengan  apa  yang  te r t u l i s  dan 

di j e l a s kan  dalam  gugatan  Penggugat  

ha laman  4  (empat )  angka  7  ( tu j uh )  s/d  

angka  9  (sembi l an )  ya i t u   menje laskan  

bahwa  se jak  bulan  Mei  2004  Penggugat  

te lah  mengetahu i  adanya  obyek  sengketa  

dengan te lah  

melaporkannya  kepada  Kepol i s i an  Resor t  

Tangerang  dan  dikua tkan  lag i  o leh  

kete rangan  Penggugat  ha laman  4  (empat )  

pada  angka  8 (de lapan) ,  bahwa akh i r  Tahun  

2007  Penggugat  sudah  mengetahu i  obyek  

sengketa  berdasarkan  adanya  In fo rmas i  

ten tang  bahwa PT.  Bumi  Serpong  Damai  yang  

mengk la im  menguasa i  obyek  sengketa  dan  

berhak  atas  obyek  sengketa  ya i t u  

berdasarkan  bahwa  Penggugat  te lah  

berusaha  mendatang i  Kanto r   PT.  Bumi  

Serpong  Damai  untuk  menemui  Pengurus  PT.  

Bumi  Serpong  Damai  dan  se la l u  gaga l .  Hal  

te rsebu t  membukt i kan  bahwa  Penggugat  

te lah  mengetahu i  adanya  Sura t  Keputusan  

32
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Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  te l ah  meleb ih i  

tenggang  waktu  90  (Sembi l an  puluh)  har i  

sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  55 Undang-

Undang  No.5  Tahun  1986  sebaga imana  

di rubah  dengan UU No.9  Tahun 2004. - - - - -

• Bahwa  Gugatan  yang  d ia j ukan  Penggugat  

te lah  lewat  waktu / dalua rsa   karena  dia tas  

tanah  aquo  te l ah  te rb i t  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.  4/Rawabuntu ,  yang  

te rb i t  tangga l  11  Nopember  1987,  Gambar  

Si tuas i  No.16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  luas  156.164  M2 berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

No.299/HGB/  DA/1987  tangga l  18  Agustus  

1987  atas  nama   YAYASAN BRATA BHAKTI ,  

Alasan  hukumnya bahwa Ser t i p i k a t  hak  atas  

tanah  te rsebu t  member ikan  kepas t i an  hukum 

dan  memi l i k i  kekuatan  pembukt i an  hukum 

yang  kuat  bag i  subyek  dan  obyek  hak  atas  

tanah  yang  te rcan tum  dalam  ser t i p i k a t  

te rsebu t ,  sepan jang  mengena i  data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s  te rsebu t  sesua i  dengan  

data  yang  ada  dalam  sura t  ukur  dan  buku  

tanah  hak  yang  bersangku tan .  berdasarkan  

pasa l  32  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah disebu tkan  bahwa ;  “  Dalam hal  atas  

Hal  33 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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suatu  b idang  tanah  sudah  di te rb i t k an  

ser t i p i k a t  secara  sah  atas  nama  orang  

atau  Badan  Hukum yang  mempero leh  tanah  

te rsebu t  dengan  i t i k ad  baik  dan  secara  

nyata  menguasa inya ,  maka pihak  la i n  yang  

merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  i t u  t i dak  

dapat  lag i  menuntu t  pe laksanaan  hak  

te rsebu t  apab i l a  da lam  waktu  5  ( l ima )  

tahun  se jak  di t e rb i t k annya  ser t i p i k a t  i t u  

te lah  mengajukan  kebera tan  secara  

te r t u l i s  kepada  pemegang  ser t i p i k a t  dan  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  yang  

bersangku tan  ataupun  t i dak  mengajukan  

gugatan  ke  Pengadi l an  mengenai  penguasaan  

tanah  atau  penerb i t an  ser t i p i k a t  te rsebu t  

“ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  Penggugat  sudah  t i dak  

berwenang  lag i  untuk  menggugat  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.  4/Rawabuntu  atas  nama 

YAYASAN  BRATA  BHAKTI ,  sebab  Ser t i p i k a t  

te rsebu t  ada lah  merupakan  tanda  bukt i  hak  

yang  mempunya i  kekuatan  hukum  past i ,  maka 

atas  pos i t a  gugatan  penggugat  ha laman  4 

(empat )  angka  4  (empat )  dan  5  ( l ima) ,  patu t  

untuk  di to l a k ,  sebab  te l ah  da lua rsa  atau  

melampaui  tenggang  waktu  5  ( l ima)  tahun ,  

sebaga imana  dia tu r  da lam  pasa l  32  Pera tu ran  

34
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Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  

Tanah. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

2. GUGATAN DISKWALIFIKASI  IN  PERSONA (PERSONA IN  

STANDI JUDICIO)  

Bahwa  Penggugat  da lam  mengajukan  gugatan  

bukan  yang  berhak  dan  berkepen t i ngan ,  sebab  

t i dak  mempunyai  bukt i - bukt i /  a las  hak/dasar  

pero lehan  yang  kuat  yang  dapat  d i j ad i kan  

dasar  gugatan  oleh  Penggugat  dan  belum 

sebaga i  p ihak  yang  te l ah  memi l i k i  hak  atas  

obyek  sengketa  sebaga imana  dimaksud   da lam 

Pasa l  19  UU No.  5  Tahun  1960  Jo.  PP No.  24 

Tahun  1997  dan  Penggugat  t i dak  memi l i k i  

kete rka i t a n  dengan   kepemi l i k an  tanah  yang  

di j ad i kan  dasar  gugatan  oleh  Penggugat  ya i t u  

Ser t r i p i k a t  Hak  Guna Bangunan  No.4 /Rawabuntu  

atas  nama YAYASAN BRATA BHAKTI ,  yang  te rb i t  

tangga l  11  Nopember  1987,  Gambar  Si tuas i  

No.16487  tangga l  11  Nopember  1987,  luas  

156.164  M2  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  No.299/HGB/  DA/1987  

tangga l  18 Agustus  1987 Tentang  Pember ian  Hak 

Guna Bangunan  atas  nama YAYASAN BRATA BHAKTI ,  

Jakar ta ,  Dan kemudian  pada tangga l  02 Agustus  

1996  haknya  te l ah  bera l i h  dan  menjad i  atas  

Hal  35 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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nama  PT.   BHINEKA KARYA PRATAMA, berdasarkan  

Akta  Jua l  Bel i  tangga l  30  Ju l i  1996  

No.1570/1172 /Serpong /  1996.yang  d ibua t  o leh  

dan  dihadapan  Nyonya  Hamida  Abdurachman,  SH 

se laku  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  Wi layah  

Kot ip  dan  Kabupaten  Tangerang .  Bahwa  pada  

kenya taannya  Penggugat  t i dak  menyebutkan  sama 

seka l i  dasar  pero lehan  yang  sah  menuru t  hukum 

mengenai  adanya  bukt i - bukt i  kepemi l i k an  hak  

atas  tanah  yang  d ida l i l k a n  sebaga i  tanah  

mi l i k  Penggugat  yang  dipe ro leh  sebaga i  

pen ingga lan  dar i  Almarhum  ibu  Penggugat  

bernama  Ket t y  Sentana  dan  juga  mendal i l k an  

bahwa  Penggugat  te lah  menguasa i  tanah  

te rsebu t  se jak  masa Ibu  Penggugat  masih  h idup  

sampai  dengan  sekarang .  Hal  in i  t i dak  

te rbuk t i  dan  t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  

sebab  t i dak  ada satu  sura t / buk t i  oten t i k  yang  

merupakan  bukt i  yang  sah  yang  te l ah  di j ad i kan  

dasar  gugatan  Penggugat  ser ta  memi l i k i  

kete rka i t a n  dengan  Penggugat ,  misa lnya  sura t  

yang  menyatakan  bahwa  Penggugat  adalah  

pemi l i k  tanah  aquo.  Bahwa berdasarkan  alasan  

te rsebu t  d ia tas ,  maka  Penggugat  t i dak  

mempunya i  kapas i t as  sebaga i  p ihak  yang  berhak  

atau  di rug i kan  kepent i ngannya  (persona  stand i  

in  jud i c i o )  berdasarkan  keten tuan  Pasal  53  
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ayat  (1 )  Undang  Undang  No.5  Tahun  1986  

sebaga imana  di rubah  dengan  Undang Undang No.9  

Tahun  2004.  Dengan  demik ian  gugatan  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat ,  harus  di to l ak  atau  

t i dak  t i dak  dapat  d i te r ima  o leh  Maje l i s  Hakim 

yang  mememer iksa  dan  memutus  perkara  in i ,  

karena  Penggugat   be lum  memi l i k i  hak  atau  

belum  se laku  Pemi l i k  ataupun  belum  memi l i k i  

kepent i ngan  dar i  ob jek  

te rpe rka ra . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. GUGATAN ERROR IN  OBJECTO

Bahwa gugatan  yang  dia jukan  Penggugat  cacat  

sebaga i  ob jek / t i d a k  sesua i  dengan  kenyataan  

dar i  yang  ada pada Tergugat  I I ,  karena  bidang  

tanah  yang  menjad i  ob jek  te rpe rka ra  berbeda  

dengan  bidang  tanah  sebaga imana  te lah  

te rda f t a r  dengan  Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan 

No.  4/Rawabuntu ,  tangga l  11  Nopember  1987,  

Gambar  Si tuas i  No.16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  luas  156.164  M2 atas  nama YAYASAN BRATA 

BHAKTI  ( berkedudukan  di  Jakar ta )  Sebab b idang  

tanah  sebaga imana  te l ah  te rda f t a r  dengan  

Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  4/Rawabuntu ,  

tangga l  11  Nopember  1987,  Gambar  Si tuas i  

No.16487  tangga l  11  Nopember  1987,  luas  

156.164  M2  atas  nama  YAYASAN BRATA BHAKTI  

Hal  37 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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( berkedudukan  d i  Jakar t a )  ada lah  bekas  tanah  

mi l i k  adat  C No.  1501  se luas  7.310  M2,  C No.  

1502  se luas  47.425  M2,  C No.  1503  se luas  

52.425  M2,   C No.  1500  se luas  45.245  dan  

Tanah Negara  se luas  3.719  M2 yang  kese lu ruhan  

luasnya  ada lah  se luas  156.164  M2,  dengan 

batas - batas  sebaga imana  te r t e r a  da lam  Gambar  

Si tuas i  No.16487  tangga l  11  Nopember  1987  

sebaga i   ber i ku t  :  

-   Sebelah  Utara : Rel  Kere ta  

Api  

- Sebelah  Timur :  Tanah mi l i k  adat

-     Sebelah  Sela tan  :  Kal i / Tanah  Pengai ran  

- Sebelah  Bara t : Tanah Pengai ran

Sedangkan  bidang  tanah  yang  dipe rmasa lahkan  

oleh  Penggugat  dengan  dasar / su ra t  bukt i  

Gi r i k   No.C  117   atas   nama  Ket t y  Sentana ,  

yang    te r l e t a k    d i  Desa   Rawabuntu  

Kecamatan  Serpong   Kabupaten   Tangerang  

yang    d ipe ro l eh    sebaga i    peningga lan  

Almarhum   Ibu  Penggugat  bernama  Ket t y  

Sentana ,   dengan  luas  leb ih  kurang  17,2  Ha,  

dengan batas - batas  :

-    Sebelah  Utara :    Rel  Kere ta  Api  

-    Sebelah  Timur :    J l .  Raya BSD- Serpong

-    Sebelah  Sela tan :    Tanah Warga Rawabuntu
38
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-    Sebelah  Bara t :    Kal i  Cicen tang

Dengan demik ian  je l as  dar i  b idang  tanah  ob jek  

a  quo  yang  dida l i l k a n  Para  Penggugat  

te rsebu t  berbeda  dengan  bidang  tanah  

sebaga imana  te rda f t a r  dengan  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.  4/Rawabuntu ,  tangga l  11 

Nopember  1987,  Gambar  Si tuas i  No.16487  

tangga l  11  Nopember  1987,  luas  156.164  M2 

atas  nama YAYASAN BRATA BHAKTI  ( berkedudukan  

di  Jakar ta ) ,  seh ingga  atas  ha l  te rsebu t  

gugatan  yang  dia jukan  a  Penggugat   patu t  

untuk  di to l a k  dengan  tegas ,o l eh  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  memutus  perkara  a  quo,  

sebab  ba ik  dar i  data  f i s i k  maupun  data  

yur id i s  dar i  b idang  tanah  te rsebu t  

berbeda. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. GUGATAN  PENGGUGAT TIDAK  JELAS  DAN  KABUR 

( OBSCUUR LIBEL)

Alasan  hukumnya  sebab  dalam  Posi t a  Gugatan  

t i dak  je l as / kabu r  dengan  t i dak  adanya  data  

pendukung/buk t i  oten t i k  sebaga imana  dia tu r  

pada  pasa l .  1867,1868  dan  1870  KUH Perdata ,  

dasar   gugatan  Penggugat   ada lah  mengenai  

Pembata lan   Sura t  Keputusan  Kepala   Badan 

Per tanahan   Nasiona l    No.   10/HGD/BPN/2005  

tangga l   15 Maret   2005 sebaga i   perpan jangan  

Hal  39 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Surat   Keputusan  Menter i   Dalam  Neger i  

No.299/HGB/DA/1987  tangga l   18  Agustus  1987  

dan   Ser t i p i k a t   Hak    Guna   Bangunan  

No.4 /Rawabuntu   atas   nama   PT.    BHINEKA 

KARYA PRATAMA,   d i t e rb i t k an  

tangga l   02  Agustus   1996    luas  77.140  M2,  

Gambar   Si tuas i   No.16487   tangga l   11  

Nopember  1987,  akan   te tap i   t i dak  didukung  

dengan  dasar  hukum  yang  menjad i  hak  dasar  

dar i  sura t  gugatan  Penggugat  ya i t u   tanpa  

memi l i k i   sura t  bukt i / b uk t i  oten t i k  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  830  s/d  861  

KUH Perdata  Jo.  Pasa l  19 UU No.  5 Tahun  1960  

Jo.  PP  No.  24  Tahun  

1997. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam pos i t a  Penggugat  ha laman 3 ( t i ga )  

angka  4  (empat ) ,  Bahwa  Penggugat  memi l i k i  

tanah  se luas  leb ih  kurang  17,2  Ha  atas  

dasar / su ra t  bukt i   Gir i k  No.C  117  atas  nama 

Ket t y  Sentana ,  yang  te r l e t a k  di  Desa 

Rawabuntu  Kecamatan  Serpong  Kabupaten  

Tangerang  yang  dipe ro leh  sebaga i  pen ingga lan  

Almarhum  Ibu  Penggugat  bernama  Ket t y  

Sentana .akan  te tap i  sama  seka l i  t i dak  

didasar i  dengan  adanya  sura t  bukt i / buk t i  

oten t i k  adanya  hubungan  hukum dar i  Penggugat  
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dengan  ob jek  aquo  baik  dar i  r iwaya t  tanahnya  

maupun  bukt i  kepemi l i k an  yang  sah  menuru t  

hukum,  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  830 s/d  

pasa l  861  Jo.  Pasa l  19  UU No.  5  Tahun  1960  

Jo.  PP No.  24 Tahun 1997. - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat   t i dak  je l as  dan  t i dak  past i  

menentukan  objek  sengketa  apakah  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

No.299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  1987  

luas  156.164  M2  atas  nama  YAYASAN BRATA 

BHAKTI   atau   Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.10 /HGB/BPN/2005  

tangga l  15  Maret  2005  luas  156.124  M2 atas  

nama  PT.   BHINEKA  KARYA  PRATAMA  atau  

Ser t i p i k a t   Hak Guna Bangunan  No.4 /Rawabuntu  

atasnama  PT.  BHINEKA  KARYA PRATAMA te rb i t  

tangga l  02  Agustus  1996  luas  77.140  M2,  

Gambar  Si tuas i  No 16487  tangga l  11  Nopember  

1987,  sebab  apa  yang  menjad i  obyek  gugatan  

Penggugat  t i dak  mengura i kan  secara  je l as  dan  

past i  jus t r u  Penggugat   te r l i h a t   ragu- ragu  

ya i t u  dengan   menyatakan  bahwa  gugatan  

Penggugat  mengena i   Pembata lan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  10/HGD/  BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005  

sebaga i  perpan jangan  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  No.299 /HGB/  DA/1987  tangga l  18  

Hal  41 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Agustus  1987 dan Ser t i p i k a t  Hak Guna Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas   nama  PT.  BHINEKA KARYA 

PRATAMA,   d i te rb i t k an  tangga l   02   Agustus  

1996   luas  77.140  M2,  Gambar   Si tuas i  

No.16487   tangga l   11  Nopember  1987.  Dimana 

pada  kenyataannya  bahwa ket i ga  obyek  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  d ia tas  ada lah  3 

( t i g a )  obyek  yang  berbeda .  Dengan  demik ian  

atas  hal - ha l   te rsebu t  gugatan  yang  d ia jukan  

oleh  Penggugat  patu t  d isebu t  "Gugatan  Cacat  

Mater i e l  atau  Obscuur  L ibe l "  ( t i dak  je l as  

atau  kabur ) ,  sebab  adanya  per ten tangan  dalam 

mater i  Posi ta  gugatannya  dengan  mater i  fak ta  

hukum  yang  ada.  Sehingga  gugatan  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat  sudah  sepatu tnya  

dengan  tegas  harus  di to l ak  atau  t i dak  dapat  

d i t e r ima  oleh  Maje l i s  Hakim  yang  menangani  

perkara  in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penggugat  te lah  kabur  da lam menyebutkan  

te rhadap  jua l  be l i  hak  yang  di l akukan  

dihadapan  Ny.  Hern ida  Abdet  Rahmat ,  SH 

(pos i t a  gugatan  halaman 7 ( tu j uh )  da lam angka  

14  (empat  be las ) ,  padaha l  Akta  Jua l  Bel i  hak  

atas  tanah  te rsebu t  d i l aksanakan  dihadapan  

Ny.  Hamida    Abdurachman,  SH se laku  PPAT 

Wilayah  Kota  Admin is t r a t i f  dan  Kabupaten  

Tangerang . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  da lam  Ekseps i  

te rsebu t  d i  atas ,  maka  Tergugat  I I   dengan  

in i  mohon  agar  k i ranya  Maje l i s  Hakim  Yang 

Memutus  dan  Memer iksa  Perkara  in i ,   berkenan  

untuk  mener ima  Ekseps i  Terguga t  I I  dengan  

menolak  gugatan  Penggugat   untuk  se lu ruhnya  

atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  (N ie t  onvanke l i j k e  verk l aa r ) ; - -

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa  yang  te lah  diu ra i kan  dalam Ekseps i  

te rsebu t  d i  atas  merupakan  bagian  yang t i dak  

te rp i sahkan  dengan  Jawaban  dalam  Pokok  

Perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Bahwa  Tergugat   I I  menolak  keras  

se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  dikemukan  o leh  

Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  

te lah  diaku i  dengan  tegas  akan  

kebenarannya . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  dalam  pos i t a  Penggugat  ha laman  5 

( l ima )  angka  12  (duabe las ) ,  Penggugat  

mendal i l k an  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.4 /Rawabuntu  atas  nama  PT.  

BHINEKA KARYA PRATAMA di te rb i t k an  tangga l  2 

Agustus  1996  luas   77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  

Hal  43 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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No.16487  tangga l  11  Nopember  1987  banyak  

di t emu i  ke jangga lan  ya i t u  tangga l  pembuatan  

Gambar  Si tuas i  bersamaan  dengan  tangga l  

penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /  Rawabuntu  ya i t u  bersamaan  pada  tangga l  

11  Oktober  1987,  dan  hal  te r sebu t  

menunjukkan  Tergugat  I I  te l ah  t i dak  cermat  

menerb i t kan    Ser t i p i k a t   Hak   Guna 

Bangunan  No.4 /Rawa-

buntu  atas  nama  PT.  BHINEKA KARYA PRATAMA 

di t e rb i t k an  tangga l  11  Nopember  1987,  luas  

s isa  77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  No.16487  

tangga l  11  Nopember  1987,  seh ingga  sudah  

sepatu tnya  Ser t i p i k a t  d imaksud  dinya takan  

Bata l  atau  Tidak  

Sah. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

• Bahwa Tergugat  I I  menolak  dal i l  Penggugat  

dengan  alasan  bahwa penerb i t an  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  No.  4/Rawabuntu  te lah  

sesua i  sesua i  dengan  prosedur  menuru t  

keten tuan  dalam  pera tu ran  perundang-

undangan   yang  ber laku  ya i t u  :  pasa l  19,  

35,  dan pasa l  36 Undang- Undang  No.  5 Tahun 

1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  

Agrar i a ,  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10 

Tahun  1961  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

44

44

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neger i  No.  6  Tahun  1972  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Dalam Neger i  No.  5 Tahun  1974  Jo.  

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  1 Tahun  

1975  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  2  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  12  Tahun  1978  Jo.  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  40 tahun  1996  Jo.  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  Jo 

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan Per tanahan  Nasiona l  No.  3 Tahun 1997  

Jo  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan Per tanahan  Nasiona l  No.  3 Tahun 1999  

Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  

Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  9  Tahun 

1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

• Bahwa  tangga l  Gambar  Si tuas i  yang  

te rcan tum  dalam  ser t i p i k a t  bersamaan 

dengan  tangga l  penerb i t an  Ser t i p i k a t  

ada lah  hal  yang  dapat  d ibenarkan ,  karena  

Gambar  Si tuas i  te r sebu t  ada lah  kut i pan  

Peta  Si tuas i /  Gambar  Si tuas i  tangga l  27  

Agustus  1985  No.7891/1985  dan  No.7890/1985  

sebag ian .  Dengan  demik ian  proses  

penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /  Rawabuntu  te l ah  sesua i  dengan 

Hal  45 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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prosedur  menuru t  keten tuan  dalam pera tu ran  

perundang- undangan   yang  ber laku  ya i t u  :  

pasa l  19,  35,  dan  pasa l  36  Undang- Undang 

No.  5  Tahun  1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  

Pokok- Pokok  Agrar i a ,  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  10   Tahun  1961  Jo.  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  6  Tahun  1972  Jo.  

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  5 Tahun  

1974  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  1  Tahun  1975  Jo.  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  2  Tahun  1978  Jo.  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  12 

Tahun 1978 Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  40 

tahun  1996  Jo.  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24 

Tahun  1997  Jo  Pera tu ran  Menter i  Negara  

Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  3  Tahun  1997  Jo  Pera tu ran  Menter i  

Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  3  Tahun  1999  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  

1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Hal  in i  jus t r u  menunjukkan  bahwa Penggugat  

t i dak  menger t i  dan  mengetahu i   pera tu ran -

pera tu ran  mengenai  ten tang  per tanahan  dan  

juga  membukt i kan  t i dak  cermatnya  
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Penggugat .  Yai tu  t i dak  kons is t ennya  

Penggugat   dan  Tidak  Past i nya  Penggugat  

mengenai  apa  sa ja  yang  menjad i  obyek  

gugatan  maupun  hal - ha l  yang  menjad i  dasar  

gugatan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

• Bahwa  sesua i  fak ta - fak ta  dan  kenya taan  

ser ta  berdasarkan  dengan  data  yang  ada  

pada  Terguga t  I I  bahwa  penu l i san  huru f  

pada  Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGD/BPN/2005  

tangga l  15  Maret  2005  ada lah  sa lah  dan  

ke l i r u ,  in i  menunjukkan  bahwa Penggugat l ah  

yang  t i dak  cermat ,  Bahwa  seharusnya  

No.10 /HGB/BPN/2005  dan  mengenai  luasnya  

yang  seharusnya  luas  156.164  M2  akan  

te tap i  bukan  luas  77.140  M2,  dan  tangga l  

pembuatan  Gambar  Si tuas i  bersamaan  dengan  

tangga l  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.4 /  Rawabuntu  ya i t u  bersamaan  

pada  tangga l  11  Oktober  1987  yang  

seharusnya  tangga l  11  Nopember  1987  ser ta  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas  nama PT.  BHINEKA KARYA 

PRATAMA te rb i t  tangga l  2 Agustus  1996  luas  

77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  No.  16487  

tangga l  11  Nopember  1987,  yang  seharusnya  

Hal  47 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas  nama  YAYASAN BRATA 

BHAKTI   te rb i t  tangga l  11  Nopember  1987,  

Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11 

Nopember  1987,  luas  156.164  M2.  Sedangkan  

menuru t  dasar  gugatan  Penggugat  ada lah  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas  nama PT.  BHINEKA KARYA 

PRATAMA di te rb i t k an  tangga l  02  Agustus  

1996  luas  77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  No.  

16487  tangga l  11  Nopember  1987,  padaha l  

seharusnya  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.  4/Rawabuntu  ada lah  atas  nama YAYASAN 

BRATA BHAKTI   yang  di te r b i t k an  berdasarkan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

No.299/HGB/DA/1987  tangga l  18 Agustus  1987  

bukan   Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas  nama PT.  BHINEKA KARYA 

PRATAMA di te rb i t k an  tangga l  02  Agustus  

1996  luas  77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  No.  

16487  tangga l  11  Nopember  1987,  karena  

ten tang  kedua  subyek  atas  obyek  sengketa  

te rsebu t  ada lah  t i dak  sama  sebab  subyek  

Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  

Maret  2005  adalah  atas  nama PT.  BHINEKA 

KARYA  PRATAMA.  Maka  dengan  demik ian  
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gugatan  Penggugat  harus lah  d inya takan  

di t o l a k  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  

d i t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa  dalam  pos i t a  Penggugat  ha laman  5 

( l ima )  angka  13  ( t i gabe las ) ,  Penggugat  

mendal i l k an  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  No.299 /HGB/DA/1987  

tangga l  18  Agustus  1987  dan  Ser t i p i k a t  Hak 

Guna  Bangunan  No.4 /Rawabuntu  atas  nama PT.  

BHINEKA KARYA PRATAMA di te r b i t k an  tangga l  02 

Agustus  1996  luas  77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  

No.  16487  tangga l  11  Nopember  1987,  te l ah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan - keten tuan  

dalam  pera tu ran  perundang- undangan   yang  

bers i f a t  procedura l / f o rma l  yang  ber laku  saat  

i t u ,  anta ra  la i n  adalah  pasa l  3 ayat  (2 )  PP.  

No.10  Tahun  1961  dan pasa l  25 ayat  (1 )  PP.24  

tahun  1997  ada lah  sangat  t i dak  tepa t  dan  

t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  karena  

penerb i t an  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  

1987  atas  nama  YAYASAN BRATA BHAKTI  te l ah  

sesua i  dengan  prosedur  sebaga imana  te l ah  

dia tu r   berdasarkan  keten tuan  yang  ber l aku  

ya i t u  pasa l  19,  35  dan  36  Undang- Undang  No.  

5  Tahun  1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  Pokok-
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Pokok  Agrar i a ,  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10 

Tahun  1961  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  6  Tahun  1972  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  5  Tahun  1974  Jo.  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  1  Tahun  

1975  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

2  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  12  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  40  tahun  1996  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  Jo  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997  Jo  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1999  

Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  

1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  dalam  pos i t a  Penggugat  ha laman  6 

(enam)  angka  14  (empatbe las ) ,  Penggugat  

mendal i l k an  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGD/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005,  juga  

te lah  ber ten tangan  dengan  keten tuan -

keten tuan  dalam  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  bers i f a t  procedura l /  fo rma l  yang  anta ra  

la i n  adalah  pasa l  25  ayat  (1 )  PP.24  tahun  

1997  adalah  sangat  t i dak  tepa t  dan  t i dak  

50
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berdasar  sama seka l i ,  sebab  penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005  

atas  nama  PT.  BHINEKA KARYA PRATAMA te lah  

sesua i  dengan  prosedur   sebaga imana  te l ah  

dia tu r   berdasarkan  keten tuan  yang  ber l aku  

ya i t u  pasa l  19,  35  dan  36  Undang- Undang  No.  

5  Tahun  1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  Pokok-  

Pokok  Agrar i a ,  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10 

Tahun  1961  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  6  Tahun  1972  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  5  Tahun  1974  Jo.  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  1  Tahun  

1975  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

2  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  12  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  40  tahun  1996  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  Jo  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997  Jo  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1999  

Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  

1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  dalam  pos i t a  Penggugat  ha laman  7 

( tu j uh )  angka  15  ( l imabe las ) ,  Penggugat  

Hal  51 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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mendal i l k an  Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGD/BPN/  2005  

tangga l  15  Maret  2005  (sebaga i  perpan jangan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

No.299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  1987)  

dan  Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas  nama PT.  BHINEKA KARYA 

PRATAMA di t e rb i t k an  tangga l  02  Agustus  1996  

luas  77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  No.  16487  

tangga l  11  Nopember  1987  juga  ber ten tangan  

dengan  Azas  Azas  Kecermatan  Formal ,  Azas  

Kepast i an  Hukum,  Azas  Per t imbangan  Yang 

Cukup  Memadai .  Adalah  t i dak  berdasar  sama 

seka l i ,  ha l  in i  te lah  diu ra i kan  d ia tas  o leh  

Tergugat  I I  bahwa  proses  penerb i t an  

Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.4 /Rawabuntu  

atas  nama YAYASAN BRATA BHAKTI  di t e rb i t k an  

tangga l  11  Nopember  1987  luas  156.164  M2,  

Gambar  Si tuas i  No.16487  tangga l  11  Nopember  

1987  dan  te rakh i r  te rca ta t  atas  nama  PT.  

BHINEKA KARYA PRATAMA di te r b i t k an  tangga l  02 

Agustus  1996  luas  77.140  M2,  Gambar  Si tuas i  

No.  16487  tangga l  11  Nopember  1987,  te l ah  

sesua i  dengan  prosedur   sebaga imana  te l ah  

dia tu r   berdasarkan  keten tuan  yang  ber l aku  

ya i t u  pasa l  19,  35  dan  36  Undang- Undang  No.  

5  Tahun  1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  Pokok-
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Pokok  Agrar i a ,  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10 

Tahun  1961  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  6  Tahun  1972  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  5  Tahun  1974  Jo.  

Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  No.  1  Tahun  

1975  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

2  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  12  Tahun  1978  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  40  tahun  1996  Jo.  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  Jo  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997  Jo  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1999  

Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  

1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  apa  yang  te lah  diu ra i kan  dia tas ,  

Tergugat  I I  mohon  dengan  hormat   k i ranya   Maje l i s  

Hakim  berkenan  memutuskan  perkara  in i  dengan  amar  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM  EKSEPSI  :

- Mener ima  dan  Mengabulkan  Ekseps i  Tergugat  

I I  untuk  se lu ruhnya ;

- Menyatakan  Menolak  gugatan  para  Penggugat  untuk  

Hal  53 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  gugatan  para  

penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  (  Nie t  

Ontvanke l i j k  

Verk laa rd ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK PERKARA  :

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  Sah  dan 

sudah  sesua i  prosedur  

penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  

No.299/HGB/DA/1987  

tangga l  18  Agustus  1987  

ten tang  Pember ian  Hak 

Guna Bangunan  atas  nama 

YAYASAN  BRATA  BHAKTI ,  

Jakar ta ; - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Menyatakan  Sah  dan 

sudah  sesua i  prosedur  

penerb i t an  Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  

54
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10/HGB/BPN/2005  tangga l  

15  Maret  2005  ten tang  

Pember ian  Perpan jangan  

Jangka  Waktu  Hak  Guna 

Bangunan  atas  nama PT.  

BHINEKA  KARYA  PRATAMA 

atas  Tanah  di  Kabupaten  

Tangerang  Prop ins i  

Banten ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Menyatakan  Sah 

Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.4 /Rawabuntu  

atas  nama YAYASAN BRATA 

BHAKTI   te rb i t  tangga l  

11 Nopember  1987,  Gambar  

Si tuas i  No.  16487  

tangga l  11  Nopember  

1987,  luas  156.164  M2 

dan  te rakh i r  te rca ta t  

atas  nama  PT.  BHINEKA 

KARYA   PRATAMA dengan  

s isa  luas  77.140  

M2;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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- Menghukum  Penggugat  

untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  t imbu l  

da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  

perkara  in i  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  

bono) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JAWABAN TERGUGAT I I  INTERVENSI :

I .  Dalam Ekseps i

1. Kompetens i  Absolu te

Bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam perkara  a 

quo  ada lah  pembata lan  Sura t  Keputusan  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  

tangga l  15  Maret  2005  Tentang  Pember ian  

Perpan jangan  Waktu  Hak Guna Bangunan Atas  Nama PT 

Bhineka  Karya  Pratama  Atas  Tanah  di  Kabupaten  

Tangerang ,  Prop ins i  Banten  (sebaga i  perpan jangan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  

299/HGB/DA/1987  Tangga l  18  Agustus  1987)  dan  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4/Rawa  Buntu  

atas  nama PT Bhineka  Karya  Pra tama  d i t e rb i t k an  
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tangga l  2  Agustus  1996  luas  77.140  m2,  Gambar  

Si tuas i  No.  16487  tangga l  11  November  

1987- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  menuru t  keten tuan  Hukum  Agrar i a  fungs i  

Ser t i f i k a t  ada lah  member ikan  kepast i an  hukum 

ten tang  kepemi l i k an  seseorang /badan  hukum  atas  

bidang  tanah ,  sedangkan  Penggugat  mendal i l k an  

sebaga i  pemi l i k  atas  bidang  tanah  yang  te rmasuk  

dalam  objek  dar ipada  gugatan  te rsebu t  d ia tas ,  

seh ingga  dalam perkara  a quo te r j ad i  permasa lahan  

ten tang  kepemi l i k an  atas  bidang  tanah  yang  

te rmasuk  dalam  objek  gugatan .  Oleh  karena  i t u  

gugatan  Penggugat  ada lah  merupakan  kewenangan  

Badan  Perad i l an    Umum   bukan   Badan  Perad i l an  

Tata  Usaha 

Negara  karena  gugatan  Penggugat  d idasarkan  atas  

kepemi l i k an  te rhadap  bidang  tanah  yang  ada  pada  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4/Rawa 

Buntu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Dengan  demik ian  dika renakan  ha l  te rsebu t  d ia tas  

kami  mohon  untuk  dipu tus  te r l eb i h  dahu lu  da lam 

putusan  prov i s i  /  se la  mengenai  Kompetens i  

Abso lu te  te rsebu t  d ia tas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Gugatan  te lah  lewat  waktu  (Kada lua rsa ) ;

Hal  57 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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a. Bahwa  dida lam  keten tuan  pasa l  55  UU No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  di rubah  dengan  UU No.  9 

tahun  2004 secara  je l as  d isebu tkan  :

“  Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  da lam tenggang  

waktu  sembi lan  puluh  har i  te rh i t u ng  se jak  

saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara“ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa gugatan   da lam  perkara  a  quo  d ia j ukan  

oleh  Penggugat  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada  tangga l  4  Agustus  2009,  

sedangkan  objek  perkara  yang  menjad i  pokok  

Gugatan  adalah  :

- Sura t  Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15 

Maret  2005  Tentang  Pember ian  Perpan jangan  

Waktu  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Nama  PT 

Bhineka  Karya  Pratama  Atas  Tanah  di  

Kabupaten  Tangerang ,  Prop ins i  Banten  

(sebaga i  perpan jangan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  299/HGB/DA/1987  

Tangga l  18 Agustus  1987) ; - - - - - - - - - - - - - - -

- Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4/Rawa 

Buntu  atas  nama PT Bhineka  Karya  Pratama 
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di t e rb i t k an  tangga l  2  Agustus  1996  luas  

77.140  m2,  Gambar  Si tuas i  No.  16487  

tangga l  11  November  

1987; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  dalam  Gugatannya ,  Penggugat  

mendal i l k an ,  baru  mengetahu i  adanya  

Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  4/Rawa Buntu  

atas  nama Tergugat  I I  In te r vens i  dar i  orang  

Penggugat  yang  bernama  Drs .  Ri fa i   pada  

tangga l  15  Jun i  2009,  sedangkan  dalam 

kenya taannya  t i dak  demik ian ,  ha l  in i  

d idasarkan  pada  fak ta - fak ta   dan  bukt i - bukt i  

te rsebu t  d ibawah in i :

- Bahwa  Drs .  Ri fa i  ada lah  kuasa  hukum 

Penggugat  dar i  Andi  Riva i  &  Assoc ia tes  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  

12  Agustus  2004,  untuk  mewaki l i  Penggugat  

da lam  pengurusan  hak  atas  tanah  mi l i k  a/n  

Ket t y  Sentana  dengan  Gir i k  C No.  117  Kp.  

Rawa  Buntu  ser ta  untuk  mendamping i  

Penggugat  di  Kanto r  Kepol i s i an  RI  Cq 

Pol res  Tangerang  sehubungan  Sura t  Laporan  

Pol i s i  No.Po l :  K/1313 /V I I / 2004 /Res .  

Tangerang  te r t angga l  8 Ju l i  2004  oleh  B.J .  

Van  Leun  dalam  Perkara  Pengerusakan  dan  

Pencur i an  Tanah  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Hal  59 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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pasa l  406 dan  362 KUHP yang  d i l akukan  oleh  

PT.  Mi t ra  Agung  (Bumi  Serpong  Damai  

(BS) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  te rhadap  Sura t  Laporan  Pol i s i  

No.Po l :  K/1313/V I I / 2 004 /Res .  Tangerang  

te r t angga l  8 Ju l i  2004 te lah  dike lua rkan  :

° Sura t  Pember i t ahuan  Perkembangan  Hasi l  

Peny id i kan  (SP2HP)  No.  Pol .  

B/117/V I I I / 2 004 /Res t r o .Tng  pada  tangga l  

31  Agustus  2004  dar i  Kepol i s i a n  Resor  

Metro  

Tangerang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

° Sura t  Pember i t ahuan  Perkembangan  Hasi l  

Peny id i kan  (SP2HP)  No.  Pol .  

B/29/ IV /2006 /Reskr im  pada  bulan  Apr i l  

2006  dar i  Kepol i s i an  Resor  Metro  

Tangerang ; - - - - -

° Sura t  Per in t ah  Penghent i an  Peny id i kan  

No.  Pol .  :  SP.Tap/02 / I / 2 007 /Resk r im  

te r t angga l  22  Januar i  2007  dar i  

Kepol i s i an  Resor  

Tangerang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  kedua  Sura t  Pember i t ahuan  

Perkembangan  Hasi l  Peny id i kan  (SP2HP)  

te rsebu t ,  ya i t u   No.  Pol .  B /  117 /  VI I I  /  
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2004  /  Rest ro .Tng   dan  No.  Pol .  

B/29/ IV /2006 /Reskr im  menerangkan  te l ah  ada  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  Rawa 

Buntu  atas  nama  PT  Bhineka  Karya  

Pra tama/Terguga t  I I  In te r vens i  (konsors i um  

dar i  PT Bumi  Serpong  Damai)  sebaga i  dasar  

kepemi l i k an  PT  Bumi  Serpong  Damai  

(sekarang  PT  Bumi  Serpong  Damai  Tbk)  

se la i n  ha l  te r sebu t  te rhadap  Sura t  Laporan  

Pol i s i  No.Po l :  K/1313 /V I I / 2004 /Res .  

Tangerang  te r t angga l  8  Ju l i  2004  te l ah  

dike lua r kan  te l ah  dike lua rkan  Sura t  

Per in tah  Penghent i an  Peny id i kan  No.  Pol .  :  

SP.Tap/02 / I / 2 007 /  Reskr im,  d ika renakan  

t i dak  cukupnya  bukt i  te rhadap  pelaporan  

te rsebu t  ser ta  te rhadap  bidang  tanah  yang  

menjad i  ob jek  gugatan  te l ah  ada  Ser t i f i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  No.  4  Rawa Buntu  atas  

nama PT Bhineka  Karya  Pra tama/Terguga t  I I  

In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se la i n  fak ta - fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  

Penggugat  da lam  dal i l  gugatannya  te l ah  

mengaku i  secara  je l as  dan  tegas  dalam poin  

7,  8,  9,  d imana  Penggugat  mengaku i  ha l - ha l  

sebaga i  ber i ku t  :

- Pada Mei  2004 Penggugat  te l ah  mengetahu i  

adanya  objek  sengketa  dan  te lah  

Hal  61 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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melakukan  pe laporan  di  Kepol i s i a n  Resor  

Tangerang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Pada  tahun  2007  Penggugat  te l ah  

mempero leh  in fo rmas i    bahwa  PT  Bumi  

Serpong  Damai  Tbk  (Terguga t  I I  

In te r vens i  merupakan  konsors ium  dar i  PT 

Bumi  Serpong  Damai  Tbk)  yang  menguasa i  

ob jek  sengke ta ,  se la i n  i t u  Penggugat  

te lah  berusaha  menemui  pengurus  PT  Bumi  

Serpong  Damai  Tbk  namun  se la l u  

gaga l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  keten tuan  pasa l  55  UU No.  

5  Tahun  1986,  mengena i   tenggang  waktu  

sembi l an  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  

Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  te lah  

te r l ampau i ,  d ika renakan  Penggugat  sudah  

mengetahu i  adanya  ser t i f i k a t  hak  guna  

bangunan  No.  4  Rawabuntu  atas  nama 

Tergugat  I I  In te r vens i   set i dak - t i daknya  

se jak  bulan  Mei  2004  sebaga imana  dal i l  

Penggugat  send i r i  da lam  po in  7  Gugatan  

dan/a tau  set i dak - t i daknya  Penggugat  te l ah  

mengetahu i  keberadaan  ser t i f i k a t  te r sebu t  

pada  tangga l  22  Januar i  2007  sebaga imana  
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te r t u l i s  da lam  Sura t  Per in tah  Penghent i an  

Peny id i kan  No.  Pol .  :  SP.Tap/02 / I / 2 007 /  

Reskr im  dar i  Kepol i s i a n  Resor  Tangerang  

ser ta  da l i l  Penggugat  send i r i  da lam poin  8 

dan  9 

Gugatan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  ob jek  dar ipada  gugatan  

in i  d i t e rb i t k an  dalam  kurun  waktu  tahun  

1987  dan  Penggugat  baru  mengajukan  Gugatan  

a  quo  pada  tangga l  4  Agustus  2009  dan  

berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d ia tas  

Penggugat  je l as - je l as  te l ah  mengetahu i  

ten tang  adanya  ob jek  gugatan  anta ra  bulan  

Mei  2004  sampai  dengan  tangga l  22  Januar i  

2007,  dengan  demik ian  membukt i kan  bahwa 

Gugatan  in i  d ia j ukan  jauh  melampaui  

waktu /kada lua rsa  sebaga imana  yang  

di t e t apkan  oleh  Undang-

undang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  No.  330 

K/TUN/2001  tangga l  10  Mei  2002  dengan  

Maje l i s  Hakim yang  dike tua i  o leh  Prof .  Dr.  

Paulus  E.  Lotu lung  SH,  ten tang  Hak  Guna 

Bangunan,  dinya takan  bahwa :

Hal  63 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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“Bahwa  oleh  karena  Obyek  Gugatan  te rsebu t  

ra ta - ra ta  sek i t a r  tahun  1987,  sedangkan  

Gugatan  dia jukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  tangga l  26  Januar i  2000,  

seh ingga  te l ah  melewat i ,  tenggang  waktu  90  

har i  sebaga imana  yang  dia tu r  o leh  pasa l  55 

Undang- Undang  No.  5  tahun  

1986” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Dengan  demik ian  berdasarkan  ura ian - ura ian  

te rsebu t  d ia tas  dengan  in i  kami  mohon agar  

Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  a  quo  untuk  menolak  gugatan  yang  

dia j ukan  Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  (N ie t  Ovanke l i j k  

Verk laa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

b. Bahwa  dida lam  keten tuan  pasa l  32  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  secara  je l as  

disebu tkan  :

“Da lam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  

di t e rb i t k an  ser t i f i k a t  secara  sah  atas  nama 

orang  atau  Badan  Hukum yang  mempero leh  tanah  

te rsebu t  dengan  i t i k ad  baik  dan  secara  nyata  

menguasa i  maka  pihak  la i n  yang  merasa  
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mempunya i  hak  atas  tanah  i t u  t i dak  dapat  lag i  

menuntu t  pe laksanaan  hak  te rsebu t  apab i l a  

da lam  waktu  5  ( l ima )  tahun  se jak  

di t e rb i t k annya  ser t i f i k a t  i t u  te l ah  

mengajukan  kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  

pemegang  ser t i f i k a t  dan  Kepala  Kantor  

Per tanahan  yang  bersangku tan  ataupun  t i dak  

mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  mengena i  

penguasaan  tanah  atau  penerb i t an  ser t i f i k a t  

te rsebu t  “ ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  mengenai   tenggang  waktu  5 

( l ima )  tahun  sesua i  keten tuan  pasa l  32  ayat  

(2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah te l ah  te r l ewa t i  dan  

oleh  karenanya  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kewenangan  lag i  untuk  melakukan  

gugatan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  dengan  in i  

kami  mohon agar  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  perkara  in i  untuk  menyatakan  

gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  

Ovanke l i j k  

Verk laa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Penggugat  Tidak  Berkapas i t a s  Dan  Berkua l i t a s  

(Persona  In  Stand i  Jud ic i o )

Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kapas i t a s  dan  

Hal  65 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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kua l i t a s  da lam 

mengajukan  gugatan  dika renakan   da lam 

gugatannya  Penggugat  t i dak  mempunya i  a las  hak  

yang  kuat  sebaga i  dasar  k la im  dan  juga  t i dak  

masuk  sebaga i  p ihak  yang  memi l i k i  hak  te rhadap  

objek  gugatan  dalam  perkara  a  quo  sebaga imana  

dia tu r  dalam pasa l  19  UU No.  5 Tahun  1960  jo  PP 

No.  24 Tahun 1997; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  juga  t i dak  

menyebutkan  bukt i - bukt i  kepemi l i k an  tanah  yang  

sah  menuru t  hukum,  hanya  mendal i l k an  kepemi l i k an  

Penggugat  berdasarkan  pen ingga lan  dar i  

a lmarhumah Ket t y  Sentana  se laku  Ibu  Penggugat  dan  

juga  dal i l  bahwa Penggugat  menguasa i  b idang  tanah  

yang  dar i pada  meleka t  ob jek  gugatan  d ia tasnya  

se jak  almarhumah Ibu  Penggugat  masih  hidup  sampai  

dengan  sekarang ,  yang  mana  dalam  kenyataannya  

penguasaan  f i s i k  t i dak  berada  pada  Penggugat  ha l  

in i  je l as - je l as  te r l i h a t  dengan  d i t e r b i t k annya  

Ser t i f i k a t  Hak guna Bangunan No.  4/Rawabuntu  atas  

nama  Yayasan  Brata  Bhakt i  tangga l  11  November  

1987,  Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11 

November  1987,  luas  156.164  M2 berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i   No.  

299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  1987  ten tang  

pember ian  Hak  Guna Bangunan,  yang  kemudian  pada  

tangga l   2  Agustus  1996  Hak  Guna  Bangunan  
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te rsebu t  bera l i h  kepada   PT  Bhineka  Karya  

Pra tama/Terguga t  I I  In te r vens i   berdasarkan  Akta  

Jua l  Bel i  No.  1570/1172 /Serpong /1996  te r t angga l  

30  Ju l i  1996  yang  dibua t  d ihadapan  Ny.  Hamida  

Abdurachman,  SH,  Notar i s  d i  Tangerang ,  d imana  

pada  saat  sekarang  Terguga t  I I  In te r vens i  

merupakan  pihak  yang  secara  f i s i k  menguasa i  

b idang  tanah  te rsebu t ; - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se la i n  secara  f i s i k  b idang  dikuasa i  o leh  

Tergugat  I I  In te r vens i ,  a las  hak  dar i  Penggugat  

yakn i  Gir i k  C No.  117  dalam  kenyataannya  t i dak  

te rca ta t  atas  nama  Ket t y  Sentana  sebaga imana  

Sura t  Kete rangan  dar i  Kelu rahan  Rawabuntu  No.  

593.7 /29 - Kel - Rbt  te r t angga l  16  Oktober  2009  

di t e rangkan  bahwa t i dak  te rca ta t  ada bidang  tanah  

di  desa  Rawabuntu  atas  nama  Ket t y  

Sentana ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung 

Republ i k  Indones ia  No.  565  K/S ip /1973  tangga l  21  

Agustus  1974   dengan  Maje l i s  Hakim yang  dike tua i  

o leh  Dr.  K.  Santoso  Poedjosoebro to  S.H,  

dinya takan  bahwa :  

“Gugatan  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

karena  dasar  gugatan  t i dak  sempurna ,  da lam  hal  

in i  karena  hak  penggugat  atas  tanah  sengketa  

Hal  67 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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t i dak  

je l as ” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  berdasarkan  ura ian - ura ian  

te rsebu t  d ia tas ,  sudah  je l as  bahwa  Penggugat  

Tidak  Berkapas i t as  Dan  Berkua l i t a s ,  o leh  

karenanya  kami  mohon  agar  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Ovanke l i j k  Verk laa rd ) ; - - - - - - - - -

4. Gugatan  Kabur  (Obscuur  Libe l )

Bahwa  da l i l - da l i l  Penggugat  da lam  gugatannya  

mengandung  cacat  fo rmi l  d ika renakan  da l i l - da l i l  

yang  dia jukan  dalam  gugatan  kabur  atau  t i dak  

je l as ,  d ika renakan  dalam  Pos i tanya  t i dak  

menje laskan  dasar  hukum yang  mendasar i  gugatan  

dan  juga  t i dak  d idukung  o leh  bukt i - bukt i  oten t i k  

sebaga i  dasar  dar i  gugatannya ; - -

Bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  menyatakan  

memi l i k i  tanah  se luas  17,2  Ha d i  desa  Rawabuntu  

kecamatan  Serpong  kabupaten  Tangerang  yang  

dipe ro l eh  sebaga i  pen ingga lan  almarhumah   Ket t y  

Sentana  yang  merupakan  Ibu  Penggugat  dengan  dasar  

Gi r i k  C No.  117  atas  nama Ket t y  Sentana  dengan  

Gir i k  C  No.  117  yang  diaku i  dengan  Sura t  

Keterangan   No.   1778/WJP.04 /K I . 1026 /1982  tangga l  
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25  Apr i l  1982  akan  te tap i  da l i l  Penggugat  

te rsebu t  t i dak  didukung  dengan  bukt i - bukt i  

oten t i k  ba ik  dar i  r iwaya t  tanah  maupun  bukt i  

kepemi l i k an  yang  sah  menuru t  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se la i n  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  berdasarkan  

Sura t  Kete rangan  dar i  Kelu rahan  Rawabuntu  No.  

593.7 /29 - Kel - Rbt  te r t angga l  16  Oktober  2009  

di t e rangkan  bahwa t i dak  te rca ta t  ada bidang  tanah  

di  desa  Rawabuntu  atas  nama  Ket t y  

Sentana ; - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  dal i l  gugatan  Penggugat  

ada lah  t i dak  memenuhi  :

1. Azas  asa l  je l as  dan  tegas  (een  duide l i j k e  en  

bepaa lde  conc lus i e ) ;

2. Pasa l  830  s/d  861  Ki tab  Undang  Undang  Hukum 

Perdata ;

3. Pasa l  19 Undang Undang No.  5 Tahun 1960;

4. Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24 Tahun 1997;

Dengan  demik ian  berdasarkan  ura ian - ura ian  

te rsebu t  d ia tas ,  sudah  je l as  bahwa  gugatan  

Penggugat  kabur  atau  t i dak  je l as ,   o leh  karenanya  

kami  mohon agar  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i  untuk  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  Ovanke l i j k  
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Verk laa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  Dalam Prov is i

1. Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  t i dak  

berwenang  untuk  mengadi l i  perkara  a  quo,  

d ika renakan  kewenangan  untuk  mengadi l i  berada  

pada  Pengadi l an  

Umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak   gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum  Penggugat  untuk  mematuh i  putusan  

prov i s i  yang  te l ah  di j a t uhkan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

I I I . Dalam Pokok  Perkara

1. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  mohon  agar  

sega la  sesua tu  yang  te l ah  dikemukakan  dalam 

Ekseps i  mohon dianggap  te lah  dimasukkan  dalam 

pokok  perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  dengan  tegas  

menolak  se lu ruh  da l i l - da l i l  yang  diu ra i kan  

oleh  Penggugat  dalam  Gugatannya  kecua l i  

te rhadap  dal i l - da l i l  yang  kebenarannya  d iaku i  

secara  je l as  

tegas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70

70

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  dengan  tegas  

menolak  dal i l  Penggugat  pada  poin  2  dan  11 

gugatan ,  d ika renakan  dal i l  yang  diungkapkan  

oleh  Penggugat  te rsebu t  ada lah  merupakan  

dal i l  yang  t i dak  benar  dan  mengada- ada,  

karena  Penggugat  te l ah  mengetahu i  adanya  

objek  sengketa  anta ra  bulan  Mei  2004  sampai  

dengan  tangga l  22  Januar i  2007,  ha l  in i  

d idasarkan  pada  fak ta - fak ta  yang  te l ah  kami  

ungkapkan  dalam ekseps i  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  Drs .  Ri fa i  ada lah  kuasa  hukum 

Penggugat  dar i  Andi  Riva i  &  Assoc ia tes  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  

12  Agustus  2004,  untuk  mewaki l i  Penggugat  

da lam  pengurusan  hak  atas  tanah  mi l i k  a/n  

Ket t y  Sentana  dengan  Gir i k  C No.  117  Kp.  

Rawa  Buntu  ser ta  untuk  mendamping i  

Penggugat  di  Kanto r  Kepol i s i an  RI  Cq 

Pol res  Tangerang  sehubungan  Sura t  Laporan  

Pol i s i  No.Po l :  K/1313 /V I I / 2004 /Res .  

Tangerang  te r t angga l  8 Ju l i  2004  oleh  B.J .  

Van  Leun  dalam  Perkara  Pengerusakan  dan  

Pencur i an  Tanah  sebaga imana  dimaksud  dalam 

pasa l  406 dan  362 KUHP yang  d i l akukan  oleh  

PT.  Mi t ra  Agung  (Bumi  Serpong  Damai  

(BSD)) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  te rhadap  Sura t  Laporan  Pol i s i  
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No.Po l :  K/1313/V I I / 2 004 /Res .  Tangerang  

te r t angga l  8 Ju l i  2004 te lah  dike lua rkan  :

● Surat  Pember i t ahuan  Perkembangan  Hasi l  

Peny id i kan  (SP2HP)  No.  Pol .  

B/117/V I I I / 2 004 /Res t r o .Tng  pada  tangga l  

31  Agustus  2004  dar i  Kepol i s i a n  Resor  

Metro  

Tangerang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

● Surat  Pember i t ahuan  Perkembangan  Hasi l  

Peny id i kan  (SP2HP)  No.  Pol .  

B/29/ IV /2006 /Reskr im  pada  bulan  Apr i l  

2006  dar i  Kepol i s i an  Resor  Metro  

Tangerang ; - - - - -

Dalam  kedua  Sura t  Pember i t ahuan  

Perkembangan  Hasi l  Peny id i kan  (SP2HP)  

te rsebu t  menerangkan  te lah  ada 

Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  4  Rawa 

Buntu  atas  nama  PT  Bhineka  Karya  

Pra tama/Terguga t  I I  In te r vens i  

(konsors i um  dar i  PT Bumi  Serpong  Damai)  

sebaga i  dasar  kepemi l i k an  PT  Bumi  

Serpong  Damai  (sekarang  PT Bumi  Serpong  

Damai  Tbk) ; - - - - - - - -

● Surat  Per in t ah  Penghent i an  Peny id i kan  

No.  Pol .  :  SP.  Tap  /  02  /  I  /  
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2007/Reskr im  te r t angga l  22  Januar i  2007  

dar i  Kepol i s i an  Resor  Tangerang  

dika renakan  t i dak  cukupnya  bukt i  

te rhadap  pelaporan  te rsebu t  ser ta  

te rhadap  bidang  tanah  yang  menjad i  ob jek  

gugatan  te l ah  ada  Ser t i f i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.  4  Rawa Buntu  atas  nama PT 

Bhineka  Karya  Pratama/Terguga t  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

● Pengakuan  Penggugat  da lam  dal i l  pada  

poin  7,  8,  dan  9  dimana  Penggugat  

menyatakan  pada  bu lan  Mei  2004 Penggugat  

te lah  mengetahu i  adanya  objek  sengketa  

dan  te lah  melakukan  pe laporan  di  

Kepol i s i an  Resor  Tangerang  ser ta  tahun  

2007  Penggugat  te lah  mempero leh  

in f o rmas i    bahwa PT Bumi  Serpong  Damai  

Tbk  (Terguga t  I I  In te r vens i  merupakan  

konsors i um  dar i  PT  Bumi  Serpong  Damai  

Tbk)  yang  menguasa i  ob jek  sengketa ,  

se la i n  i t u  Penggugat  te lah  berusaha  

menemui  pengurus  PT  Bumi  Serpong  Damai  

Tbk  namun  se la l u  

gaga l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  Penggugat  sudah  t i dak  

lag i  mempunya i  kewenangan  untuk  melakukan  
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gugatan  atas  perkara  a quo,  d ika renakan  te l ah  

melewat i  jangka  waktu  yang  d i t e t apkan  oleh  

pera tu ran  perundangan  yang  ber laku  yakn i  :

- Keten tuan  pasa l  55  UU No.  5  Tahun  1986  

sebaga imana  di rubah  dengan  UU No.  9  tahun  

2004  yang  mensyara tkan  jangka  waktu  se lama  

90 (sembi l an  puluh)  har i ; - - - - - - - - - - - - - - -

Yang dikua tkan  dengan  :

Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  No.  330  K/TUN/2001  tangga l  10 

Mei  2002,  ten tang  Hak  Guna  Bangunan,  

dinya takan  bahwa :

“Bahwa  oleh  karena  Obyek  Gugatan  te rsebu t  

ra ta - ra ta  sek i t a r  tahun  1987,  sedangkan  

Gugatan  dia jukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  tangga l  26  Januar i  2000,  

seh ingga  te l ah  melewat i ,  tenggang  waktu  90  

har i  sebaga imana  yang  dia tu r  o leh  pasa l  55  

Undang- Undang  No.  5  tahun  

1986” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Pasa l  32 ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  

24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  

yang  mensyara tkan  jangka  waktu  se lama  5 

( l ima )  tahun ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa te rhadap  da l i l  Penggugat  da lam poin  3,  
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4,   5  dan  6  Tergugat  I I  In te r vens i  dengan  

tegas  menolak  dal i l  te rsebu t  yang  menyatakan  

bahwa  dengan  di t e rb i t k annya  objek  perkara ,  

kepent i ngan  Penggugat  te lah  

di rug i kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  hal  in i  je l as - je l as  Penggugat  

t i dak  memenuhi  kr i t e r i a  yang  di te t apkan  oleh  

pasa l  53  UU No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  

di rubah  dengan  UU  No.  9  tahun  2004,  

d ika renakan  dal i l  kepemi l i k an  Penggugat  

te rhadap  bidang  tanah  a  quo  17,2  Ha d i  desa  

Rawabuntu  kecamatan  Serpong  kabupaten  

Tangerang  sebaga i  pen ingga lan  dar i  a lmarhumah 

Ibu  Penggugat  yang  bernama  Ket t y  Sentana  

dengan  Gir i k  C No.  117  yang  diaku i  dengan  

Sura t  Kete rangan   No.  

1778/WJP.04 /K I . 1026 /1982  tangga l  25  Apr i l  

1982  akan  te tap i  da l i l  Penggugat  te r sebu t  

t i dak  d idukung  dengan  bukt i - bukt i  oten t i k  

ba ik  dar i  r iwaya t  tanah  maupun  bukt i  

kepemi l i k an  yang  sah  menuru t  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Dal i l  Tergugat  I I  In te r vens i  in i  mengacu  

kepada  Pasal  830  s/d  861  Ki tab  Undang  Undang  

Hukum Perda ta ,  Pasa l  19  Undang  Undang  No.  5 

Tahun  1960  dan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  
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Tahun 

1997; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Dal i l  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  

dipe rkua t  dengan  kenyataan  yang  ada  dimana  

secara  f i s i k  b idang  dikuasa i  o leh   Tergugat  

I I  In te r vens i  ser ta  dipe rkua t  o leh  Sura t  

Keterangan  dar i  Kelurahan  Rawabuntu  No.  

593.7 /29 - Kel - Rbt  te r t angga l  16  Oktober  2009  

di t e rangkan  bahwa  t i dak  te rca ta t  ada  bidang  

tanah  di  desa  Rawabuntu  atas  nama  Ket t y  

Sentana ; - -

Bahwa  se la i n  ha l  te rsebu t  d ia tas  dalam 

perkara  a  quo  yang  menjad i  permasa lahan  

ada lah  ten tang  kepemi l i k an  atas  b idang  tanah  

yang  te rmasuk  dalam  objek  dar ipada  gugatan .  

Oleh  karenanya  harus  d ipu tuskan  te r l eb i h  

dahu lu  sta tus  kepemi l i k an  atas  tanah  yang  ada  

pada  Ser t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  No.  4/Rawa 

Buntu  atas  nama  PT  Bhineka  Karya  

Pra tama/Terguga t  I I  In te r vens i  d i  Perad i l an  

Umum  sebe lum  perkara  a  quo  dia jukan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  dengan  tegas  

menolak  dal i l  Penggugat  da lam  poin  10,  11,  

76

76

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12,  13,  14  dan  15  gugatan ,  d ika renakan  dal i l  

yang  diungkapkan  oleh  Penggugat  te rsebu t  

ada lah  merupakan  dal i l  yang  mengada-

ada; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pero lehan  hak  atas  tanah  se luas  

77.140  m2  oleh  Tergugat  I I  In te r vens i  

ada lah  berasa l  dar i  Yayasan  Bra ta  Bhakt i  

yang  te lah  berser t i f i k a t  dengan  Ser t i f i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  No.  4  Rawa Buntu  yang  

di t e rb i t k an  pada  tangga l  11  November  1987  

dengan  Gambar  Si tuas i  No.  16487  tangga l  11 

November  

1987; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pera l i han  didasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

No.  1570/1172 /Serpong /1996  te r t angga l  30 

Ju l i  1996  yang  dibua t  d ihadapan  Ny.  Hamida  

Abdurachman,  SH,  Notar i s  d i  Tangerang  yang  

kemudian  diperpan jang  dengan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005  

Tentang  Pember ian  Perpan jangan  Waktu  Hak 

Guna  Bangunan  Atas  Nama PT Bhineka  Karya  

Pra tama Atas  Tanah  d i  Kabupaten  Tangerang ,  

Prop ins i  Banten  (sebaga i  perpan jangan  

Sura t  Keputusan   Menter i    Dalam  Neger i  

No.   299/  HGB /  DA /  1987   tangga l  18  

Agustus  1987) ; - - - - -
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- Bahwa  se jak  awal  pero lehan  bidang  tanah  

te rsebu t  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  

ada  kebera tan  maupun  gugatan  dar i  

Penggugat  atau  pihak  manapun 

juga ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  pihak  Penggugat  t i dak  mempunyai  

a lasan  apapun  untuk  menggugat ,  karena  baik  

secara  fo rma l  maupun mater i i l  b idang  tanah  

te rsebu t  d imi l i k i  o leh  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  o leh  karenanya  sudah  

seharusnya lah  Tergugat  I I  In te r vens i  

se laku  pemi l i k  tanah  yang  ber i t i k ad  baik  

mendapat  per l i ndungan  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  baik  da lam  proses  penerb i t an  

Ser t i f i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.  4  Rawa 

Buntu  atas  nama PT Bhineka  Karya  Pratama 

maupun  perpan jangan  waktu  te rhadap  

ser t i f i k a t  hak  guna  bangunan  te rsebu t  

d ia tas  mela lu i  Sura t  Keputusan  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  

10/HGB/BPN/2005  tangga l  15  Maret  2005  

Tentang  Pember ian  Perpan jangan  Waktu  Hak 

Guna  Bangunan  Atas  Nama PT Bhineka  Karya  

Pra tama Atas  Tanah  d i  Kabupaten  Tangerang ,  

Prop ins i  Banten  te l ah  sesua i  dan  memenuhi  

keten tuan  prosedur  hukum  per tanahan  yang  
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ber laku  yakn i  berdasarkan  pasa l  19,  35,  

dan  pasa l  36  Undang  Undang  No.  5  Tahun  

1960  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10 tahun  

1961  jo .  Pera tu ran  Menter i  Dalam  Neger i  

No.  6  Tahun  1972  jo .  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  No.  5  Tahun  1974  jo .  

Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  1 Tahun  

1975  jo  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  No.  

2  Tahun  1978  jo .  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  12  Tahun  1978  jo .  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  40  Tahun  1996  jo .  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  jo  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997  jo  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan Per tanahan  Nasiona l  No.  3 Tahun  1999  

jo  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  9  Tahun  

1999; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Maka  berdasarkan  hal - ha l  yang  dikemukakan  dia tas ,  

maka  Terguga t  I I   In te r vens i  mohon  kepada  Maje l i s  

Hakim yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  untuk  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  :

I .  Dalam Ekseps i

- Mener ima  Ekseps i  dar i  Terguga t  I I  

Hal  79 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  menolak  gugatan  in i  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

I I .  Dalam Prov is i

- Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

berwenang  untuk  mengadi l i  perkara  a  quo,  

d ika renakan  kewenangan  untuk  mengadi l i  berada  

pada Pengad i l an  Umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak   gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Penggugat  untuk  mematuh i  putusan  

prov i s i  yang  te l ah  di j a t uhkan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . Dalam Pokok  Perkara

- Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  

gugatan  Penggugat  t i dak  

di t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Penggugat  membayar  biaya  

perkara ; - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Atau  :

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  da lam perkara  in i  berpendapat  

la i n ,  maka  mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya .  ( Ex 

Aequo Et  Bono) . - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa atas  Jawaban  Tergugat  I ,  Tergugat  I I  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t ,  Pihak  Penggugat  

te lah  mengajukan  Repl i k  pada  pers i dangan  tangga l  2 

Nopember  2009   dan  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  

Pihak  Tergugat  I  te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  

pers i dangan  tangga l  9 Nopember  2009,  sedangkan  Pihak  

Tergugat  I I  dan  Pihak  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  

mengajukan  Dupl i knya  masing- masing  pada  pers i dangan  

tangga l  16  Nopember  2009,  yang  untuk  mempers ingka t  

ura ian  putusan ,  maka  Repl i k  dan   Dupl i k - dupl i k  

te rsebu t   t i dak   d ican tumkan   da lam  putusan   akan  

te tap i   te rmuat  da lam Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam 

perkara  in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatan ,  

Pihak  Penggugat  te l ah  mengajukan   bukt i   berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  

dan  te l ah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  dibe r i  tanda  P- 1 

sampai  dengan   P- 13,  ada lah  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- 1 : Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  

Hal  81 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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No.4 /Rawa  Buntu ,  atas  nama  Yayasan  

Bra ta  Bhakt i .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2 : Buku  Tanah  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /C i l enggang  atas  nama  Yayasan  

Bra ta  Bhakt i .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 : Kik i t i r  Padjak  Bumi  No.117  atas  nama 

Ket i sen tana .  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P- 4 : Sura t  Kete tapan  Iu ran  Pembangunan  

Daerah /  Gir i k  C No.117  atas  nama Ket i  

Sentana .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

lega l i s i r n ya ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 : Sura t  Kete rangan  Di rek to ra t  Jendera l  

Pajak  Inspeks i  Iu ran  Bangunan  Daerah  

Serang  Kanto r  Dinas  Luar  TK I  IPEDA 

Serang,  Nomor  :  

1778/WPJ.04 /K I . 1026 /1982 ,  tangga l  25 

Apr i l  1982.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

lega l i s as i n ya ) . - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 : Kut ipan  Akta  Kemat ian  No.06 /1990 ,  

atas  nama Ket t y  Sentana ,  tangga l  12 
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Pebruar i  1990.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7 : Kut ipan  Akta  Kelah i r an  dan  Pengakuan  

No.165/1938  atas  nama  Net t y  Jenny  

Constance ,  tangga l  5  Mei  1992.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- 8 : Sura t  Pernya taan  atas  nama Ny.  N.J .C .  

van  Leun  (de  Jeer )  tangga l  24  Jun i  

1988,  yang  dike tahu i  o leh  Ketua  

RT.009,  Ketua  RW.005  dan  Lurah  Tanah  

Tingg i .  (Fotocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  P- 9 : Sura t  Pernya taan  Net t y  Jenny  

Constance  Van Leun,  tangga l  2 Agustus  

2006.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P- 10 : Akta  Pernya taan  Nomor  :  30,  

tangga l  24  Jun i  1992,  yang  d ibua t  

o leh  dan  dihadapan  Notar i s  Augi  

Nugroho ,  S.H. ,  Notar i s  Penggant i  dar i  

Samsul  Hadi ,  Notar i s  d i  Jakar ta .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

Hal  83 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P- 11 : Akta  Keterangan  Hak  Mewar is  

Nomor  :  31,  tangga l  24  Jun i  1992,  

yang  dibua t  o leh  dan  dihadapan  

Notar i s  Augi  Nugroho,  Notar i s  

Penggant i  dar i  Samsul  Hadi ,  Notar i s  

d i  Jakar ta .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P- 12 : Pera tu ran  Pemer in tah  No.10  Tahun 

1961  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy ) . - - - - - - -

13. Bukt i  P- 13 : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  jawabannya,  

Tergugat  I  te l ah  mengajukan   bukt i   berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  

te lah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  

a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  d ibe r i  tanda  T. I - 1 sampai  

dengan   T. I - 7,  ada lah  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I - 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

84

84

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Neger i  Nomor  :  299/HGB/DA/87 ,  ten tang  

Pember ian  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Nama 

Yayasan  Bra ta  Bhakt i ,  tangga l  18 Agustus  

1987.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - -

2. Bukt i  T. I - 2 : Ikh t i s a r  Permohonan  Hak  Guna 

Bangunan,  tangga l  11  Ju l i  1987.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I - 3 : Sura t  Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor    :  

10/HGB/BPN/2005,    ten tang    Pember ian  

Perpan jangan  Jangka  Waktu  Hak  Guna 

Bangunan  Atas  Nama PT.  Bhineka  Karya  

Pra tama,  atas  Tanah  d i  Kabupaten  

Tangerang ,  Prop ins i  Banten ,  tangga l  15 

Maret  2005.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I - 4 : Sura t  Kepala  Kanto r  Wi layah  

Prop ins i  Banten  kepada  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l ,  Nomor  :  550.2 - 725-

2004,  tangga l  6 Desember  2004,  Per iha l  :  

Permohonan  Perpan jangan  Hak  Guna 

Bangunan  atas  tanah  se luas  156.164  M2,  

atas  nama  PT.  Bhineka  Karya  Pra tama,  

te r l e t a k  d i  Desa  Rawabuntu ,  Kecamatan  

Hal  85 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong,  Kabupaten  Tangerang ,  Prop ins i  

Banten .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I - 5 : Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Tangerang  kepada   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l ,  Nomor  :  

550.2 /1513 /04 .X I / 2004 ,  tangga l  09 

Nopember  2004,  Per iha l  :  Permohnan  

Perpan jangan  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  :  

4/Rawa  Buntu ,  dar i  Surya tma  Wiraa tma ja ,  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama,  berkedudukan  di  

Jakar ta  atas  tanah  se luas  156.164  M 2 

te r l e t a k  d i  Desa  Rawabuntu ,  Kecamatan  

Serpong,  Kabupaten  Tangerang .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I - 6 : Risa lah  Pemer iksaan  Tanah 

(Kons ta te r i ng  Rappor t )   Nomor  :  

338/KR/HHT/HGB/ IX /2006 ,  tangga l  27 

September  2004.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - -

7. Bukt i  T. I - 7 : Sura t  Surya tma  Wiraa tmaja  yang  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama,  tangga l  12 

Agustus  2004.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86

86

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
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Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  jawaban,  

Tergugat  I I  te lah  mengajukan   bukt i   berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  

te lah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  

a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  d ibe r i  tanda  T. I I - 1 

sampai  dengan   T. I I - 9,  ada lah  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I - 1 : Buku  Tanah  Hak  Guna  Bangunan  

No.4 /Rawabuntu  atas  nama  PT.  Bhineka  

Karya  Pra tama.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I I - 2 : Gambar  Si tuas i  No.7891/1985 ,  

tangga l  27  Agustus  1985.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I - 3 : Akta  Jua l  Bel i  

No.1570/1172 /SERPONG/1996,  tangga l  30 

Ju l i  1996.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I - 4 :  Sura t  Permohonan  Hak  Guna 

Bangunan  atas  nama  PT.  Bhineka  Karya  

Pra tama  atas  tanah  se luas  156.164  M2 

te r l e t a k  d i  Desa  Rawabuntu ,  tangga l  1 

Agustus  1996.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

Hal  87 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as l i ) . - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I I - 5 : Sura t  Seto ran  Pajak  (SSP)  

tangga l  2  Ju l i  1996  atas  nama Yayasan  

Bra ta  Bhakt i .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I I - 6 : Sura t  Permohonan  Perpan jangan  

Hak  Guna  Bangunan  No.4 /Rawabuntu ,  

tangga l  12  Agustus  2004.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I I - 7 : Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Tangerang  kepada   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l ,  Nomor  :  

550.2 /1513 /04 .X I / 2004 ,  tangga l  09 

Nopember  2004,  Per iha l  :  Permohnan  

Perpan jangan  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  :  

4/Rawa  Buntu ,  dar i  Surya tma  Wiraa tma ja ,  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama,  berkedudukan  di  

Jakar ta  atas  tanah  se luas  156.164  M 2 

te r l e t a k  d i  Desa  Rawabuntu ,  Kecamatan  

Serpong,  Kabupaten  Tangerang .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  as l i ) . - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I - 8 : Risa lah  Pemer iksaan  Tanah 

(Kons ta te r i ng  Rappor t )   Nomor  :  

88

88

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

338/KR/HHT/HGB/ IX /2006 ,  tangga l  27 

September  2004.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - -  

4. Bukt i  T. I I - 9 : Sura t  Pernya taan  dar i  Surya tma  

Wiraa tmaja  tangga l  12  Agustus  2004.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i ) . - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatan ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  mengajukan   bukt i  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  

metera i  cukup  dan  te lah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  

d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  d ibe r i  

tanda  T. I I . I n t e r v - 1  sampai  dengan   T. I I . I n t e r v - 17,  

ada lah  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 1 : Ser t i p i k a t  Hak  Guna 

Bangunan  No.4 /  Rawabuntu ,  

tangga l  11  Nopember  1987,  Gambar  

Si tuas i  No.16487,  tangga l  11 

Nopember  1987,  luas  156.164  M2 

atas  nama  PT.  Bhineka  Karya  

Pra tama.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 2 : Sura t  dar i  Yayasan  

Bra ta  Bhakt i  Pol r i  Pusat   kepada  

Bapak  Menter i  Negara  

Agrar i a /Bapak  Kepala  Badan 

Hal  89 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Per tanahan  Nasiona l  mela lu i  

Bapak  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Tangerang  Nomor  :  

B/925/X /1995 /YBB,  tangga l  12 

Oktober  1995,  Hal  :  Permohonan  

Pera l i han  Ser t i p i k a t  

Hak  Guna  Bangunan  No.04 ,  se luas  

156.164  m2 te r l e t a k  di  Desa Rawa 

Buntu  Kecamatan  Serpong  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Tangerang .  (Fo tocopy   dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 3 : Sura t  Keterangan  dar i  

Yayasan  Bra ta  Bhakt i  Pol r i  Pusat  

te r t angga l  12  Oktober  1995.  

(Fo tocopy   dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

4. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 4 : Sura t  Keputusan  

Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manus ia  Republ i k  Indones ia  Nomor  

:  AHU-21035.AH.01 .02 .Tahun  2008  

ten tang  Perse tu j uan  Akta  

Perubahan  Anggaran  Dasar  

Perseroan  PT.  Bhineka  Karya  

Pra tama  Nomor  33,  tangga l  10 

90

90

Disclaimer
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Apr i l  2008.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 5 : Sura t  Keputusan  

Nomor  :  Skep/22  A/ IX /  1995/YBB 

ten tang  Pelepasam  Hak  dan 

Penjua lan  Asset  Tanah  YBB Pol r i  

se luas  156.164  M2  di  Desa 

Rawabuntu ,  Kecamatan  Serpong ,  

Kabupaten  Tangerang .  (Fotocopy  

dar i  fo tocopy ) . - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 6 : Akta  Jua l  Bel i  

No.1570/1172 /SERPONG/  1996,  

tangga l  30  Ju l i  1996.  (Fotocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

7. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 7 : Sura t  Kuasa  Khusus  

dar i  Net ty  Yenny  Van  Leun 

te r t angga l  12  Agustus  2004.  

(Fo tocopy  

dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 8 : Sura t  dar i  A.N.  Kepala  

Kepol i s i an  Resor  Metro  

Tangerang ,   Kepala  Satuan  

Hal  91 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Reserse  Kr im ina l  Selaku  Peny id i k  

kepada  Sdr .  B.J .  Van  Leun,  

No.Po l  :  B/29 / IV /2006 /Resk r im ,  

te r t angga l     Apr i l  2006,  

Per iha l  :  Sura t  Pember i t ahuan  

Perkembangan  Hasi l  Peny id i kan  

(SP2HP)  Perkara  Pencur i an  dan 

Pengrusakan  Tanah  Tersangka  A.n .  

Yuniza r ,  S.H.  dan  Soegi t o  

Har tan to .  M.Si .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 9 : Sura t  dar i  A.N.  Kepala  

Kepol i s i an  Resor  Metro  

Tangerang ,   Kepala  Satuan  

Reserse  Kr im ina l  Selaku  Peny id i k  

kepada  Sdr .  B.J .  Van  Leun,  

No.Po l  :  B/117/V I I I / 2 004 /  

Rest ro .Tng ,  te r t angga l  31  Apr i l  

2006,   Per iha l  :  Sura t  

Pember i t ahuan  Perkem- bangan  

Hasi l  Peny id i kan  (SP2HP) .  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

10.  Bukt i  T. I I . I n t e r v - 10 : Sura t  Kete tapan  No.Po l  

:  S.Tap/02 / I /  2007/Reskr im ,  

tangga l  22  Januar i  2007.  
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Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 11 : Sura t  

Per in tah  Penghent i an  Peny id i kan  

No.Po l .  :  

SP.Tap/02 / I / 2 007 /Resk r im ,  

tangga l  22  JAnuar i  2007.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 12 : Sal i nan  

Akta  Kuasa  Nomor  :  130,  tangga l  

17  Ju l i  1988,  yang  d ibua t  o leh  

dan  dihadapan  Benny  Kr is t i a n t o ,  

S.H. ,  Notar i s  d i  Jakar t a .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 13 : Sura t  

Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  :  

10/HGB/BPN/2005  ten tang  

Pember ian  Perpan jangan  Jangka  

Waktu  Hak  Guna  Bangunan  Atas  

Nama PT.  Bhineka  Karya  Pra tama,  

Atas  Tanah  di  Kabupaten  

Tangerang ,  Prop ins i  Banten .  

Hal  93 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 14 : Sura t  

dar i  PT.  Bhineka  Karya  Pra tama 

kepada  Lurah  Rawabuntu ,  Nomor  :  

085/LG/  BKP/X/2009 ,  tangga l  12 

Oktober  2009.  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

15. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 15 : Sura t  

dar i  Lurah  Rawabuntu  kepada  PT.  

Bhineka  Karya  Pratama  Nomor  :  

593.7 /29 - Kel .Rb t . ,  tangga l  16 

Oktober  2009,  per iha l   :  

Jawaban/Pen je l asan  mengenai  C.117,  

atas  nama Ket t y  Sentana .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 16 :

Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  

Teru tang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  

Tahun  2009  dan  Sura t  Tanda  Ter ima  

Setoran  atas  nama  PT.  Bhineka  

Karya  Pra tama,  le t ak  obyek  pajak  

di  KO BSD Sekto r  X,  RT.000,  RW.00,  

Rawa- buntu ,  Serpong,  Tangerang .  

94
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Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  T. I I . I n t e r v - 17 : Akta  Nomor  :  

33,  tangga l  10  Apr i l  2008  ten tang  

Ber i t a  Acara  Rapat  PT.  Bhineka  

Karya  Pra tama   yang  dibua t  o leh  

Yul i a ,  S.H. ,  Notar i s  d i  Jakar ta .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - -

Bahwa,  se la i n  mengajukan  bukt i  te r t u l i s ,  Pihak  

Penggugat  mengajukan  saks i  sebanyak  1  (sa tu )  orang  

bernama  Dedy  B.  Sar im,  yang  te lah  didengar  

kete rangannya  dengan  disumpah  menuru t  agama  yang  

dianu tnya  untuk  member ikan  kete rangan  yang  benar  dan  

t i dak  la i n  dar i  yang  sebenarnya ,  yang  pada  pokoknya  

member ikan  kete rangan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

DEDI B.  SARIM

- Bahwa Saks i  kena l  dengan  Ny.  Ket t y  Sentana  dan Ny.  

Net ty  Jenny  Van 

Leun  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  95 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa se jak  du lu  Ny.  Ket t y  Sentana  memi l i k i  tanah  

di  daerah  Rawabuntu  dan  sekarang  dikuasa i  o leh  

Tergugat  I I  In te r vens i ) . - - - - - - -

- Bahwa  tempat  t i ngga l  Saks i  dekat  dengan  lokas i  

tanah  Ny.  Net ty ,  ja raknya  + 60  meter  dan  Saks i  

hanya  mengawasi  tanah  te rsebu t . - - - -

- Bahwa Saks i  t i ngga l  d i  daerah  te rsebu t  se jak  tahun  

1980,  karena  mengiku t i  domis i l i  sanak  ke lua rga  

is t r i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Ny.  Ket t y  menguasa i  tanahnya  dengan  cara  

berkebun /be rcocok  tanam  yang  di l akukan  o leh  

warga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sete lah  Ny.  Ket t y  meningga l ,  tanah  te rsebu t  

d ikuasa i  o leh  Ny.  Net t y  (anaknya)  dan  sekarang  

tanah  te rsebu t  te lah  ada  bangunan  yang  dibangun  

oleh  BSD  dan  sebag ian  lag i  masih  

kosong. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  batas - batas  tanah  te rsebu t  ada lah  sebe lah  

Utara  Rel  Kere ta  Api ,  sebe lah  Sela tan  I r i gas i ,  

sebe lah  Bara t  Kal i  Cicen tang ,  sebe lah  Timur  Ja lan  

Raya  BSD-

Serpong. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  Saks i  pernah  d imin ta  oleh  Ny.  Net ty  dan  

dibe r i  fo tocopy  Gir i k  No.117,  untuk  membantu  

96
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjua l  tanah  te rsebu t  secara  

kese lu ruhan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  da lam  perkara  in i  te l ah  d i l angsungkan  

Pemer iksaan  Setempat  di  lokas i  b idang  tanah  

Ser t i p i k a t  Obyek  Sengketa ,  pada  har i  Senin ,  tangga l  

7  Desember  

2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  Pihak  Penggugat ,  Pihak  Terguga t  I  dan  

Pihak  Tergugat  I I  In te r vens i  masing- masing  te l ah  

mengajukan  Kesimpulannya  pada  pers idangan  tangga l  4 

Januar i  2010,  sedangkan  Pihak  Tergugat  I I  t i dak  

mengajukan  kes impu lan  dan  untuk  mempers ingka t  ura ian  

putusan  in i ,  maka  kes impu lan - kes impu lan  te rsebu t  

t i dak  d ican tumkan  dalam putusan  akan  te tap i  te rmuat  

da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d ipe rs i dangan  

menunjuk  pada  ber i t a  acara  pers i dangan  d i  da lam 

perkara  in i  dan  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan  ura ian  putusan  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  akh i rnya  Kedua  Belah  Pihak  menyatakan  

bahwa  mereka  t i dak  akan  mengajukan  apa- apa  lag i  

Hal  97 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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dalam  perkara  in i ,  dan  se lan ju t nya  mohon 

putusan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM  :

Menimbang  bahwa,  maksud  dan  tu juan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  

d ia tas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

  Menimbang  bahwa,  pada  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  memohon  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  2 

obyek  sengketa  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - -

1. Sura t  keputusan  Nomor  :  10/HGB/BPN/2005  tangga l  

15  Maret  2005  ten tang  Pember ian  Perpan jangan  

Jangka  Waktu  Hak  Guna  Bangunan  Atas  Nama PT.  

Bhineka  Karya  Pra tama  Atas  Tanah  Di  Kabupaten  

Tangerang  Prop ins i  Banten  yang  di te rb i t k an  

Tergugat  I  (buk t i  T. I - 3=bukt i  T. I I . I n t e r v -

13) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2. Ser t i p i k a t  Hak  Guna  Bangunan  No.4 /Rawabuntu  

atas  nama             PT.  Bhineka  Karya  Pratama  

di te rb i t k an  tangga l  2  Agustus  1996  luas  77.140  

M2,  Gambar  Si tuas i  No.16487  tangga l  11 Nopember  

1987  (buk t i  T. I I . I n t e r v - 1=bukt i  T. I I -

1) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang  bahwa,  dengan  adanya  gugatan  

98
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Penggugat  te rse - but  te lah  masuk  p ihak  ke  3  ( t i ga )  

dengan  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

128/G/2009 /PTUN- JKT  tangga l  12  Oktober  2009  yang  

mendu- dukkan  PT.  Bhineka  Karya  Pra tama  sebaga i  

Tergugat  I I  In te r vens i . - - - - - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Terguga t  I  dan I I  te l ah  mengajukan  jawaban  

masing- masing  te r t angga l  12  Oktober  2009  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  mengajukan  jawaban  te r t angga l  

19  Oktober  

2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  jawaban  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  d ia tas ,  

memuat  sangka lan  yang  bers i f a t  ekseps i  dan  sangka lan  

yang  bers i f a t  pokok  sengketa ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  te r l eb i h  dahulu  

sangka lan  yang  bers i f a t  ekseps i  

te rsebu t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang  bahwa,  ekseps i  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  dan Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  pada  

pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t . - -

1. Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kapas i t a s  dan  

atau  kua l i t a s  sebaga i  sub jek  Penggugat  karena  

t i dak  ada  bukt i  yang  menunjukkan  kepent i ngan  

Hal  99 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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Penggugat  d ia tas  bidang  tanah  objek  sengketa  a-

quo  (da l i l  ekseps i  Tergugat  I  angka  2  dan  dal i l  

ekseps i  Terguga t  I I  angka  2  dan  da l i l  ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i      angka  

3) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  gugatan  Penggugat  lewat  waktu /da lua r sa  

(da l i l  ekseps i  Tergugat  I  angka  3  dan  dal i l  

ekseps i  Terguga t  I I  angka  1  dan  da l i l  ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i  angka  

2) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  pihak  (da l i l  

ekseps i  Terguga t  I  angka  

4) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  gugatan  Penggugat  kabur  (da l i l  ekseps i  

Tergugat  I  angka  5 dan  dal i l  ekseps i  Tergugat  I I  

angka  4  ser ta  da l i l  ekseps i  Terguga t  I I  

In te r vens i  angka  

4) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  gugatan  Penggugat  sa lah  objek / Erro r  in  

ob jec to  (da l i l  ekseps i  Tergugat  I I  angka  

3) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

6. Bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  memi l i k i  

kewenangan  mengadi l i / k ompetens i  abso lu t  da lam 

100

100
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perkara  a- quo  (da l i l  ekseps i  Tergugat  I I  

In te r vens i  angka  

1) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

 Menimbang  bahwa,  ekseps i  Terguga t  I  dan  

Tergugat  I I  ser ta  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  

te lah  diban tah  oleh  Penggugat  sebaga imana  te rdapa t  

pada  rep l i k nya  yang  pada  pokoknya  te tap  pada  dal i l  

gugatan  

semula . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  ekseps i  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  eksepsi  Tergugat  I  angka  2,  eksepsi  

Tergugat  I I  angka  2  dan  eksepsi  Tergugat  I I  

In tervens i  angka 

3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  ekseps i  Tergugat  I  angka  2,  

ekseps i  Terguga t  I I  angka  2 dan  ekseps i  Tergugat  I I  

In te r vens i  angka  3,  pada  pokoknya  sama- sama 

mendal i l k an  bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kapas i t as  dan  atau  kua l i t a s  sebaga i  sub jek  Penggugat  

karena  t i dak  ada  bukt i  yang  menunjukkan  kepent i ngan  

Penggugat  dia tas  bidang  tanah  objek  sengke ta  a-

quo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  101 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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- - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  mengenai  unsur  kepent i ngan  

dalam  mengajukan  gugatan  dia tu r  pada  Pasal  53  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo .  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua 

atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  d isebu tkan  

bahwa,  “Orang  atau  Badan  hukum perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  

kepada  Pengad i l an  yang  

berwenang” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dar i  atu ran  d ia tas  te rdapa t  

norma  hukum untuk  mengajukan  gugatan  d i  pers i dangan  

perad i l an  Tata  Usaha Negara  harus  ada kepent i ngan  in  

cassu  adanya  ka i t an  hubungan  hukum anta ra  Penggugat  

dengan  sura t  keputusan  yang  d ipe rmasa lahkan  yang  

dapat  d ibuk t i k an  mela lu i  bukt i - bukt i  te r t u l i s  maupun 

penguasaan  bidang  tanah  objek  sengketa  a-

quo . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dar i  da l i l  gugatan ,  Penggugat  

mendal i l k an  kepent i ngan  dia tas  bidang  tanah  objek  

sengketa  a- quo  berdasarkan  pero lehan  sebaga i  ah l i  

war i s  Ket t y  Sentana /anak  dar i  a lmarhum Ket t y  Sentana  

yang  semasa  hidupnya  memi l i k i  b idang  tanah  ob jek  

sengketa  a- quo  berdasarkan  bukt i  Gir i k  C  No.  

102
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117. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  o leh  karena  i t u ,  untuk  

membukt i kan  adanya  kepent i ngan  maka  Penggugat  

te r l eb i h  dahu lu  harus  membukt i kan  sebaga i  anak  yang  

te lah  mempero leh  war isan  bidang  tanah  pada  Gir i k  C 

No.  117  yang  menunjuk  pada  bidang  tanah  objek  

sengketa  a-

quo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dar i  bukt i - bukt i  P- 6,  P- 7,  P-

10,  P- 11  ada lah  membukt i kan  a lmarhum  Nyonya  Ket t y  

Sentana  (Ket i e  Sentana)  te lah  meningga l  dan  

Penggugat  sa lah  satu  anak  kandung  dian ta ra  7  anak  

kandung,  dan  se lan ju t nya  bukt i  P- 8 ada lah  pernya taan  

Penggugat  yang  d ike tahu i  RT,  RW, Lurah  sebaga i  anak  

kandung  untuk  mengurus  har ta  almarhum  Ny.  Ket ie  

Sentana ,  kemudian  bukt i  P- 9  adalah  sura t  pernya taan  

dibawah  tangan  yang  dibua t  Penggugat  ten tang  

kepemi l i k an  a lmarhum  Ny.  Ket ty  Sentana  te rhadap  

tanah  mi l i k  adat  g i r i k  No.  C.117  tahun  1941  se luas  

sek i t a r  17,2  Ha  atas  nama  Ket ty  

Sentana . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dar i  bukt i  P- 10  dan  P- 11  

menerangkan  bahwa  almarhum  Ny.  Ket ie  Sentana  

meningga lkan  7  anak  kandung  dan  Penggugat  ada lah  

sa lah  satu  

Hal  103 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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dian ta ranya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dar i  rangka ian  bukt i  d ia tas ,  

dapat  d is impu lkan  bahwa  Penggugat  bukan lah  satu -

satunya  anak  kandung  yang  berhak  mewar is  namun 

te rdapa t  6 anak  kandung  la i nnya . - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dengan  demik ian  untuk  

membukt i kan  bahwa  Penggugat  adalah  anak  yang  te l ah  

mempero leh  war i san  b idang  tanah  pada  Gir i k  C No.  117  

sebaga imana  dal i l  gugatan  Penggugat ,  maka  harus lah  

dibuk t i k an  mela lu i  akta / su ra t  h ibah  atau  wasia t  dar i  

a lmarhum Ket t y  Sentana  yang  menunjuk  Penggugat  atau  

sura t  pembagian  war i s / penun jukan  dar i  anak- anak  

kandung  almarhum  Ket ty  Sentana  yang  la i n  atau  

ketu runannya  yang  menunjuk  Penggugat  untuk  mengurus  

war i san  almarhum Ket t y  Sentana  berupa  bidang  tanah  

mi l i k  adat  g i r i k  No.  C.117  tahun  1941  se luas  sek i t a r  

17,2  Ha atas  nama Ket t y  Sentana ,  namun bukt i - bukt i  

demik ian  t i dak  te rnya ta  dalam pers idangan  a- quo  yang  

ada  pada  bukt i  P- 8  dan  P- 9  hanya lah  pernya taan  

sep ihak  dar i  Penggugat  

sa ja . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  sedangkan  dalam  pers idangan  

a- quo  mengena i  ph is i k  b idang  tanah  objek  sengketa  a-

quo  t i dak  dikuasa i  o leh  Penggugat ,  dan  pula  dar i  

kete rangan  saks i  maupun  pemer iksaan  setempat   d i  

lokas i   b idang   tanah   ob jek   sengketa   a- quo  t i dak  
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tampak  

tanda- tanda  lama  penguasaan  bekas  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim 

berpendapat ,  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  

kepent i ngannya  dia tas  bidang  tanah  objek  sengketa  a-

quo ,  o leh  karena  sebaga imana  dal i l  gugatannya ,  da lam 

ka i t an  kepent i ngan  didasarkan  pero lehan  b idang  tanah  

gi r i k  C.117  dar i  a lmarhum Ket ty  Sentana ,  sedangkan  

dalam pers idangan  a- quo  t i dak  dipero l eh  fak ta  hukum 

adanya  akta / su ra t  h ibah  atau  sura t  wasia t  a lmarhum 

Ket t y  Sentana  atau  sura t  pembagian  war i s / penun jukan  

dar i  anak- anak  kandung  almarhum Ket t y  Sentana  yang  

la i n  atau  ketu runannya  yang  menunjuk  Penggugat  untuk  

mengurus  war i san  almarhum  Ket t y  Sentana  berupa  

bidang  tanah  pada  tanah  mi l i k  adat  g i r i k  No.  C.117  

tahun  1941  se luas  sek i t a r  17,2  Ha atas  nama Ket t y  

Sentana  dan  pula  ph is i k  b idang  tanah  objek  sengketa  

a- quo  t i dak  dikuasa i  o leh  Penggugat  maupun  t i dak  

tampak  tanda- tanda  lama  penguasaan  bekas  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  ura ian  

per t imbangan  te rsebu t  maka ekseps i  Tergugat  I  angka  

2,  ekseps i  Tergugat  I I  angka  2 dan  ekseps i  Tergugat  

I I  In te r vens i  angka  3  yang  pada  pokoknya  sama- sama 
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mendal i l k an  bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kapas i t as  dan  atau  kua l i t a s  sebaga i  sub jek  Penggugat  

karena  t i dak  ada  bukt i  yang  menunjukkan  kepent i ngan  

Penggugat  d ia tas  bidang  tanah  objek  sengketa  a- quo 

harus lah  dinya takan  

di t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  hukum dia tas ,  Maje l i s  Hakim berpendapat  

Penggugat  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  untuk  

mengajukan  gugatan  a- quo  sebaga imana  di i s ya ra t kan  

Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004. - - -

Terhadap  eksepsi  Tergugat  I  angka  3  dan  dal i l  

eksepsi  Tergugat  I I  angka  1  dan  dal i l  eksepsi  

Tergugat  I I  In te rvens i  angka 2. - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  ekseps i  Tergugat  I  

angka  3  dan  dal i l  ekseps i  Terguga t  I I  angka  1  dan  

dal i l  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  angka  2 pada 

pokoknya  sama- sama  mendal i l k an  bahwa  penga juan  

gugatan  te l ah  lewat  

waktu . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  tenggang  waktu  mengajukan  

gugatan  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  dia tu r  

pada  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  yang  

menentukan ,  “Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam 
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tenggang  waktu  sembi lan  puluh  har i  te rh i t u ng  se jak  

saat  d i te r imanya   atau   d iumumkannya   keputusan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  karena  kedua  objek  sengketa  

atas  nama  PT.  Bhineka  Karya  Pra tama/Terguga t  I I  

In te r vens i  dengan  demik ian  yang  di tu j u  da lam 

penerb i t an  kedua  objek  sengketa  bukan  kepada  

Penggugat  atau  Penggugat  ada lah  pihak  ket i ga  yang  

merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  karena  Penggugat  ada lah  pihak  

ket i ga ,  maka  untuk  menentukan  tenggang  waktu  

disamping  berpedoman  pada  keten tuan  Pasa l  55  juga  

pada  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  yang  merupakan  dasar  orang  atau  badan  hukum 

perda ta  dapat  mengajukan  gugatan  apab i l a  

kepent i ngannya  merasa  di rug i kan ,  dengan  demik ian  

dih i t ung  se jak  Penggugat  mengetahu i  adanya  

kepent i ngannya  di rug i kan  ak iba t  t i ndakan  Terguga t  

menerb i t kan  kedua  objek  

sengketa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang  bahwa,  Penggugat  menyatakan  dalam 
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gugatannya  mengetahu i  dan  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  ke lua rnya  ser t i p i k a t  obyek  sengketa  

pada  tangga l  15  Jun i  2009  sedangkan  gugatan  

Penggugat  d ida f t a r kan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  tangga l  4  Agustus  

2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang  bahwa,   t i dak  te rdapa t  bukt i  la i n  

yang  menunjukkan  Penggugat  te l ah  mengetahu i  kedua  

objek  sengketa  meleb ih i  tenggang  waktu  90  sembi lan  

puluh )  har i  sebaga imana  di ten tukan  Pasal  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun 

1986. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,   berdasarkan  ura ian  te rsebu t  

d i  atas ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  tenggang  

waktu  untuk  mengajukan  gugatan  Penggugat    masih  

da lam  tenggang   waktu   90   (sembi l an  puluh)   har i  

sesua i  keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986,  o leh  karenanya  te rhadap  ekseps i  Terguga t  

I  angka  3 dan  dal i l  ekseps i  Tergugat  I I  angka  1 dan  

dal i l  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  angka  2 

harus lah  

di t o l a k . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  eksepsi  Tergugat  I  angka 

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang  bahwa,  te rhadap  ekseps i  Terguga t  I  

angka  4  adalah  mengenai  gugatan  kurang  

pihak . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  meskipun  Kanwi l  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Jawa Bara t  ada lah  pihak  

yang  mengusu lkan  te rb i t n ya  sura t  keputusan  objek  

sengketa  Terguga t  I  sebaga imana  d ida l i l k a n  Tergugat  

I  namun  karena  sura t  keputusannya  t i dak  menjad i  

ob jek  sengketa  dalam  gugatan  Penggugat ,  maka  t i dak  

bera lasan  hukum  untuk  menar i k  Kanwi l  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Jawa  Bara t  sebaga i  

sub jek  Tergugat  da lam  gugatan  Penggugat ,  o leh  

karenanya  te rhadap  ekseps i  Tergugat  I  angka  4 

harus lah  di t o l a k . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  eksepsi  Tergugat  I  angka  5  dan  dal i l  

eksepsi  Tergugat  I I  angka  4  dan  dal i l  eksepsi  

Tergugat  I I  In te rvens i  angka 4. - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  ekseps i  Terguga t  I  

angka  5  dan  ekseps i  Tergugat  I I  angka  4  dan  dal i l  

ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  angka  4 pada  pokoknya  

ada lah  sama- sama mendal i l k an  bahwa gugatan  Penggugat  

kabur . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  o leh  karena  pada  gugatan  ba ik  

iden t i t a s  sub jek  pihak  maupun  objek  sengke ta  te lah  

je l as  dan te rdapa t  ka i t an  ya i t u  sub jek  para  Tergugat  
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benar  yang  menerb i t k an  objek  sengketa  per tama  maupun 

kedua  karenanya  ekseps i  gugatan  Penggugat  kabur  

t i dak l ah  bera lasan  hukum  dan  harus lah  

di t o l a k . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  eksepsi  Tergugat  I I  angka 

3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  ekseps i  Terguga t  I I  

angka  3  adalah  gugatan  Penggugat  sa lah  objek / Erro r  

in  ob jec to . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  a lasan  Tergugat  I I  te rhadap  

ekseps i  d imaksud  ada lah  karena  te rdapa t  perbedaan  

batas  bidang  tanah  untuk  luas  156.164  M2 dengan  

batas  bidang  tanah  da lam  gugatan  Penggugat  se luas  

sek i t a r  17,2  

Ha. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  karena  yang  dida l i l k a n  

Penggugat  leb ih  luas  dar i  data  yang  ada  pada  

Tergugat  I I ,  maka  akan  berak iba t  te rdapa tnya  

perbedaan  batas  b idang  tanah ,  namun  menyangkut  

keberadaan  ob jek  bidang  tanah  te r l e t a k  pada  bidang  

yang  sama  sebaga imana  yang  di tun j uk  Penggugat  dan  

diaku i  sebaga i  lokas i  b idang  tanah  ob jek  sengketa  

oleh  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

had i r  pada  acara  pemer iksaan  setempat  di  lokas i  

b idang  tanah  objek  

sengketa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  karenanya  gugatan  Penggugat  

t i dak  sa lah  objek / Erro r  in  ob jec to ,  dengan  demik ian  

ekseps i  Terguga t  I I  angka  3  harus lah  

di t o l a k . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  eksepsi  Tergugat  I I  In te rvens i  angka 

1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  ekseps i  Terguga t  I I  

In te r vens i  angka  1  ada lah  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  memi l i k i  kompetens i  abso lu t / k ewenangan  

mengadi l i  sengketa  a- quo  karena  dal i l  Penggugat  

merupakan  permasa lahan  

kepemi l i k an . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  sebaga imana  te l ah  

dipe r t imbangkan  d ia tas ,  bahwa  Penggugat  t i dak  

memi l i k i  kepent i ngan  dalam  mengajukan  gugatan  a- quo 

karena  t i dak  dapat  membukt i kan  sesua i  da l i l  

gugatannya  sebaga i  pewar i s  yang  mempero leh  war i san  

bidang  tanah  gi r i k  C  No.117  atas  nama  Ket ty  

Sentana . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dar i  pos i t a  gugatan  

Penggugat ,  mendal i l k an  bidang  tanah  objek  sengketa  

te r l e t a k  dia tas  tanah  mi l i k  adat  g i r i k  C  No.  

117. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang  bahwa,  te rnya ta  dar i  sura t  keputusan  

objek  sengke ta  yang  merupakan  perpan jangan  sura t  

keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.299/HGB/DA/1987  

tangga l  18  Agustus  1987  dan  dalam bukt i  T. I - 1  ya i t u  

sura t  keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

No.299/HGB/DA/1987  tangga l  18  Agustus  1987  te rsebu t  

menerangkan  bukan  berasa l  dar i  g i r i k  C  No.  

117. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang  bahwa,  dengan  demik ian  meskipun  

dalam pemer iksaan  setempat  pers idangan  a- quo  masing-

masing  pihak  menunjuk  lokas i  b idang  tanah  yang  sama 

namun untuk  mel iha t  apakah  benar  gi r i k  C No.117  atas  

nama Ket t y  Sentana  berada  dia tas  bidang  tanah  objek  

sengketa  maka  dipe r l u kan  peta  gi r i k  namun  pada  

pers i dangan  a- quo  peta  dimaksud  t i dak  dapat  

d ibuk t i k an  Penggugat  sedangkan  seba l i knya  Tergugat  

I I  In te r vens i  mengajukan  bukt i     T. I I . I n t e r v - 1-

lampi ran  ya i t u  Gambar  s i t uas i  No.16487/1987  yang  

menggambarkan  peta  le tak  maupun  batas  bidang  tanah  

objek  

sengketa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  o leh  karena  d ia tas  bidang  

tanah  yang  sama  te rdapa t  2  bukt i  a las  hak  yang  

berbeda  dan  masing- masing  t i dak  mengaku i  a las  hak  

yang  dimi l i k i  p ihak  la i n  dan  bahkan  dar i  bukt i  
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T. I I . I n t e r v - 15  ya i t u  Sura t  Lurah  Rawabuntu  tempat  

lokas i  b idang  tanah  objek   sengketa   menyatakan  

gi r i k   C No.117  atas  nama Ket t y  Sentana  berdasarkan  

ver i f i k a s i  buku  C Desa  pembaharuan  tahun  1976  dan  

1987  juga  dalam  daf ta r  h impunan  kete tapan  pajak  

t i dak  te rca ta t  pada  Desa 

Rawabuntu . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dengan  demik ian  meskipun  yang  

menjad i  ob jek  sengketa  ada lah  sura t  keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  di te rb i t k an  oleh  pe jaba t  Tata  

Usaha  Negara ,  namun  untuk  menentukan  keabsahan  

penerb i t an  keputusan  Tata  Usaha  Negara  objek  

sengketa  harus lah  mela lu i  peni l a i an  menyangkut  sah  

atau  t i daknya  masing- masing  a las  hak  dar i  para  

pihak ,  dan  untuk  meni la i  ha l  merupakan  pen i l a i an  

te rhadap  permasa lahan  kepemi l i k an  yang  merupakan  

kewenangan  perad i l an  

umum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  o leh  karena  yang  merupakan  pokok  

permasa lahan  te lah  menyangkut  permasa lahan  

kepemi l i k an  yang  harus  d i t en tukan  te r l eb i h  dahu lu  

mela lu i  perad i l an  umum,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat ,  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  a- quo ,  dan  karenanya  

Hal  113 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.
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ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  angka  1  harus lah  

dinya takan  

di t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dengan  demik ian  se lu ruh  

ekseps i   Tergugat  I ,  Terguga t  I I  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te lah  diper t imbangkan  se lu ruhnya ,  ya i t u  

untuk  ekseps i  Tergugat  I  angka  2,  ekseps i  Tergugat  

I I  angka  2 dan  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  angka  

3 ten tang  Penggugat  t i dak  memi l i k i  kepent i ngan  dalam 

mengajukan  gugatan  a- quo  ser ta  ekseps i  Terguga t  I I  

In te r vens i  angka  1  ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  a- quo 

te lah  dinya takan  

di t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang  bahwa,  karena  ekseps i  Tergugat  I  

angka  2,  ekseps i  Tergugat  I I  angka  2  dan  ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i  angka  3  dan  angka  1  te l ah  

dinya takan  di te r ima ,  maka Maje l i s  Hakim  t i dak  per lu  

lag i  leb ih  lan ju t  mempert imbangkan  pokok  

perkara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang  bahwa,  dengan  demik ian  gugatan  

Penggugat  harus lah  d inya takan  t i dak  

di t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  bukt i  la i nnya  yang  

t i dak  dipe r t imbangkan  secara  tegas  da lam   putusan  

in i  d ipandang  t i dak  re levan  dan  dikesampingkan  akan  

te tap i  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  

perkara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  di te r ima ,  maka Penggugat  d inya takan  

sebaga i  p ihak  yang  ka lah  dan  d ihukum untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  besarnya  akan  di ten tukan  dalam 

amar  putusan  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5   Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  

kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986. - - - - - - -

- Ser ta  pera tu ran - pera tu ran  la i n  yang  

berka i t an . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I     :               
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI  :

- Mener ima  ekseps i  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  dan  

Tergugat  I I  

In te r vens i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

di t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

in i  yang  dipe rh i t u ngkan  sebesar  Rp. 2.878 .000 , -  

(Dua  ju ta  de lapan  ra tus  tu juh  puluh  delapan  r ibu  

rup iah ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  dalam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  pada  har i  SENIN,  

tangga l  11  JANUARI  2010  oleh  kami  ANDRI  MOSEPA, 

S.H. ,  M.H. ,    sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  bersama 

dengan  KHAIRUDDIN NASUTION,  S.H.  dan  BONNYARTI  KALA 

LANDE  S.H. ,  M.H. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  putusan  mana  diucapkan  pada  har i  SENIN,  

tangga l   18   JANUARI   2010   da lam  pers i dangan  yang  

te rbuka  

untuk  umum oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  

diban tu  o leh  DIAH  KUMALA  DEWI,  S.H. ,  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  
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Jakar ta  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Terguga t  I I  

In te r vens i  tanpa  dihad i r i  o leh  Penggugat  atau  

kuasanya ,  Terguga t  I  atau  kuasanya ,  Tergugat  I I  atau  

kuasanya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Hakim  Ketua  
Maje l i s ,
Hakim- Hakim Anggota ,

t . t . d t . t . d

  
ANDRI MOSEPA, S.H. ,  M.H.
KHAIRUDDIN NASUTION,  S.H.

t . t . d

BONNYARTY KALA LANDE, S.H. ,  M.H.    
              

Pani te ra  Penggant i ,

t . t . d

  DIAH KUMALA DEWI,  S.H.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :

1. Pendaf ta ran  .  ……………………….. Rp.     30.000 , -
2. Panggi l an  ……………………………. Rp. 360.000 , -
3. Pemer iksaan  Setempat  …………….Rp.2 .460 .000 , -
4. Metera i  Putusan  Sela  ….…………… Rp.        6.000 , -
5. Redaks i  Putusan  Sela  ………………Rp.        5.000 , -
6. Leges  Asl i  Putusan  Sela  ……………Rp.        3.000 , -
7. Metera i  Putusan  ……………………. Rp.        6.000 , -
8. Redaks i  Putusan  …………………… Rp.        5.000 , -
9. Leges  Asl i  Putusan  ………………….Rp.        3.000 , -
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   +
                                    J  u m l  a h  

Rp.2 .878 .000 , -

           (Dua  ju t a  de lapan  ra tus  tu j uh  puluh  

delapan  r ibu  rup iah )  

Hal  117 dar i  117 ha l  Put  No.128/G/2009 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117


